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A. Latar Belakang 
  Sektor perbankan memiliki peran yang penting dalam pembangunan 
dan perekonomian negara, karena fungsinya sebagai penghimpun dana dan 
menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan tujuan pembiayaan 
pembangunan. Salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi pengusaha kecil 
dan masyarakat pedesaan adalah dengan mengembangkan kegiatan usaha jasa 
perbankan melalui Bank perkreditan Rakyat yang ada di setiap kecamatan, 
selanjutnya disebut BPR (Achmad Slamet, Sri Handayani, 2006). Dikutip dari 
Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat Online (Edisi IV Maret 2005), 
Industri BPR menempati peran yang cukup strategis dalam perekonomian 
Indonesia terutama dalam mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan 
menengah (UMKM). Hal utama yang menjadi kunci sukses BPR dalam 
memberikan pelayanan tersebut adalah lokasi BPR yang dekat dengan 
masyarakat yang membutuhkan prosedur pelayanan yang sederhana dan lebih 
mengutamakan pendekatan personal dan fleksibilitas pola dan model 
pinjaman. Apabila kita amati, perkembangan yang terjadi pada industri BPR 
selama beberapa tahun terakhir perlu kita berikan apresiasi tersendiri. Dilihat 
dari data keuangan, selama 6 tahun terakhir (tahun 1998 sampai tahun 2004) 
perkembangan BPR secara nasional telah menunjukkan peningkatn yang 
cukup menggembirakan, seperti tercermin pada peningkatan beberapa 
indikator kerja. Volume usaha BPR mengalami peningkatan rata-rata sebesar 
39 %, yang terutama disumbang oleh simpanan masyarakat dan kredit yang 
diberikan. Sementara itu penghimpun dana pihak ketiga dalam bentuk 
tabungan meningkat 30 % dengan 5,6 juta penabung, sedangkan deposito 
meningkat sebesar 4,8 % dengan 438 ribu deposan. Dari sisi kredit yang 
diberikan terjadi peningkatan sebesar 36 % dengan jumlah debitur sebanyak 
2,5 juta nasabah. Sejalan dengan itu, kualitas pemberian kredit BPR 
menunjukkan perbaikan terlihat dari menurunnya NPL dari 29 % pada posisi 
akhir tahun 1998 menjadi 8 % pada akhir tahun 2004. menurunnya NPL 
tersebut mendorong peningkatan ROA dari 2 % pada tahun 1998 menjadi 
2,91% pada akhir tahun 2004. Berdasarkan data terakhir, kinerja industri BPR 
sampai dengan juni 2004 terus menunjukkan peningkatan. Volume usaha 
telah mencapai Rp. 16,015 triliun, dana pihak ketiga (tabungan dan deposito) 
mencapai Rp. 10. 795 triliun dan kredit mencapai Rp. 11,639 triliun. 
  Kinerja industri di atas didukung oleh kelembagaan terdiri dari 2,741 
kantor BPR yang mencakup 2,133 Kantor Pusat, 138 Kantor Cabang, dan 470 
Kantor Pelayanan Kas. Sebanyak 86 dari jumlah BPR di atas merupakan BPR 
dengan prinsip syariah. Meskipun demikian perlu disadari bahwa sekitar 87 % 
kantor BPR berlokasi di wilayah Jawa dan Bali, hal mana menunjukkan 
perlunya upaya untuk mendorong pendirian BPR di luar Jawa dan Bali. 
Cukup banyaknya permohonan izin pendirian BPR tersebut menunjukkan 
adanya peningkatan minat investor untuk ikut terlibat dalam pengembangan 
usaha kecil yang merupakan pangsa pasar BPR. Hal tersebut juga 
menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap 
prospek BPR. 
  Pencapaian kinerja industri BPR di atas, dalam pengalaman selama 
krisis memberikan beberapa pelajaran yang cukup berharga tentang beberapa 
isu kritis dalam mencapai industri BPR yang mampu melayani dan 
menjangkau target pasarnya secara berkelanjutan (Sustainable Outreach), 
yaitu (1) Ownership and Governance yaitu tuntutan kepada manajemen untuk 
bertindak secara profesional dan tidak terpengaruh oleh intervensi pemilik 
dalam mengelola kegiatan usaha BPR berdasarkan prinsip kehati –hatian yang 
ditetapkan oleh otoritas perbankan, (2) Good Management yaitu manajemen 
BPR yang profesional yang didukung oleh kualitas SDM yang memadai untuk 
meningkatkan kompetensi dalam menghadapi persaingan yang ada, (3) 
Viability yang mencakup Economic dan Funding Liability yaitu kemampuan 
untuk meningkatkan efisiensi usaha dan menciptakan pendanaan yang sehat 
untuk meminimalisir risiko likuiditas, serta (4) Customer Orientation yang 
merancang jasa keuangan yang dibutuhkan oleh nasabah dengan produk – 
produk yang inovatif. Untuk mencapai industri BPR yang tangguh, 
pengembangan yang dilakukan dewasa ini dilakukan dalam kerangka strategi 
blue print BPR yang mencakup penguatan kapasitas BPR (Capacity 
Building), penyempurnaan secara berkelanjutan sistem pengaturan dan 
pengawasan bagi BPR serta penguatan infrastruktur pendukung.  
  Penguatan kapasitas industri BPR dilakukan melalui pelaksanaan 
sistem pelatihan BPR bersertifikasi bekerjasama dengan Perbarindo dan GTZ 
Jerman. Bantuan biaya pelatihan oleh Bank Indonesia diharapkan akan 
membantu dan mendorong agar seluruh sumber daya manusia BPR dapat 
berpartisipasi dalam pelatihan yang dimaksud. Untuk mencapai Sustainability 
pendidikan bagi SDM BPR, Bank Indonesia telah memberlakukan kewajiban 
menganggarkan 5 % dari biaya pendidikan dan pelatihan bagi SDM BPR. 
Pada sisi sistem pengaturan dan pengawasan BPR dilakukan penyempurnaan 
terhadap aturan CAR, BMPK, KAP, PPAP. Selain itu, untuk memelihara 
kepercayaan terhadap BPR sebagai suatu industri telah disusun konsep fit and 
proper test bagi pengurus dan pemilik BPR. 
  Landasan hukum yang mengatur masalah keberadaan dan usaha BPR 
adalah ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 
mengenai perubahan Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. 
Pasal 1 dari Undang – Undang No. 10 tahun 1998 tersebut menyatakan bahwa 
BPR adalah bank yang melaksanakan kegiata usaha secara konvensional atau 
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 
dalam lalu lintas pembayaran (Handayani dan Slamet : 2006). Untuk 
mengukur kinerja suatu bank dilakukan berdasarkan ketentuan Bank 
Indonesia tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan 
bank, kualitas aktiva produktif, kemampuan pencapaian laba atau rentabilitas, 
dan likuiditas bank, yaitu aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan 
perkembangan suatu bank. 
  Mengingat bahwa lembaga perbankan memegang peranan penting 
yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan, maka lembaga 
perbankan perlu dibina dan diawasi dengan memantau tingkat kesehatan 
mereka. Bank Indonesia sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang 
Bank Indonesia No. 23 tahun 1999, diberi wewenang untuk memberikan 
pembinaan dan pengawasan kepada lembaga perbankan agar mereka mampu 
beroperasi secara efektif, efisien, berkinerja sehat, dan mampu menghadapi 
persaingan yang semakin global. 
  Sebuah predikat kinerja suatu bank berdasarkan hasil identifikasi 
tingkat kesehatan merupakan tolak ukur bagi manajemen bank dalam menilai 
prestasi atas pengelolaan usahanya, sedang bagi Bank Indonesia sendiri, ini 
sangat penting sebagai dasar dalam menetapkan arah pembinaan dan 
pengembangan bank dan dengan teridentifikasinya tingkat kesehatan suatu 
bank, tentu ini sangat berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 
bank, baik bagi pemilik dan pengelola bank, bagi masyarakat sebagai 
pengguna jasa bank dan juga bagi Bank Indonesia selaku Pembina dan 
pengawas bank. 
  Motivasi penelitian ini antara lain untuk mengetahui kondisi kesehatan 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) apabila dianalisis dengan faktor Capital, 
Asset, Earnings, liquidity yang selanjutnya disebut dengan faktor C, A, E, L 
sesuai dengan pendekatan PBI No. 9/17/PBI/2007 tentang tata cara penilaian 
tingkat kesehatan BPR, dan untuk mengetahui apakah dengan menggunakan 
analisis yang sama yaitu C, A, E, L pada bank yang akan diteliti memberikan 
hasil yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 
  Penelitian ini dilakukan di BPR JATENG karena BPR merupakan 
salah satu lembaga keuangan yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat 
khususnya masyarakat menengah kebawah. Masyarakat menengah kebawah 
lebih memilih menggunakan jasa perbankan BPR karena dinila dari prosesnya 
yang tidak berbelit-belit, cepat dan mudah. BPR JATENG merupakan salah 
satu BPR yang ada di Semarang yang menyediakan jasa pelayanan perbankan 
bagi masyarakat menengah kebawah dengan proses cepat dan mudah namun 
tetap aman karena dijamin oleh LPS. Sebagai salah satu penyedia jasa 
keuangan yang sedang berkembang, maka penilaian kinerja keuangan 
perbankan merupakan salah satu hal penting untuk mempertahankan 
eksistensi perusahaan. Dari uraian di ataslah yang kemudian menarik penulis 
untuk menulis judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK PADA 
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) JATENG PERIODE 2006 
– 2008 “. 
 
B. Perumusan Masalah 
 Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 
bagaimanakah kinerja keuangan PT. BPR Jateng, dilihat dari aspek 





C. Tujuan Penelitian 
 Dengan memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah 
sebagaimana diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kinerja keuangan PT. BPR Jateng dilihat dari aspek permodalan, 
kualitas aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas yang mencerminkan 
kinerja keuangan bank tersebut. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
yang berguna bagi :  
1. Akademis 
 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana pembelajaran dan bahan 
pembanding serta tolok ukur dalam menghasilkan tenaga kerja 
professional dan digunakan bahan kajian ilmiah bagi mahasiswa serta 
sebagai bahan bacaan di perpustakaan Universitas Sebelas Maret.  
2. Pemilik dan Pengelola Bank 
 Penelitian ini dapat dipergunakan oleh pihak pemilik dan pengelola bank 
untuk mengetahui kinerja keuangan bank yang dikelola selama beberapa 
tahun terakhir. Hasil ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam 
pengambilan keputusan perusahaan. 
 Disamping itu dengan hasil analisis kinerja keuangan yang diperoleh 
dapat dipergunakan oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter 
khususnya untuk mengetahui tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan 
Bank Indonesia sehingga kemajuan ekonomi melalui sektor perbankan 
dapat dicapai. 
3. Manajemen Bank 
 Penelitian bagi manajemen bank merupakan masukan yang selanjutnya 
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja 





















A. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari 
masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif 
investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering 
disebut lembaga kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik usahanya 
tersebut, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya 
banyak diatur oleh pemerintah. Pengaturan secara ketat oleh penguasa 
moneter terhadap kegiatan perbankan ini tidak terlepas dari perannya 
dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank dapat mempengaruhi jumlah 
uang beredar yang merupakan salah satu sasaran pengaturan oleh 
penguasa moneter dengan menggunakan berbagai piranti kebijakan 
moneter.  
Pengertian bank menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998, adalah :  
1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.  
2) Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  
3) Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan 
usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang 
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran.  
Definisi bank diatas memberi tekanan bahwa bank dalam 
melakukan usahanya terutama menghimpun dana dalam bentuk simpanan 
yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyaluran 
dananya, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan 
yang sebesar-besarnya bagi pemilik tapi juga kegiatannya itu harus pula 
diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Definisi tersebut 
merupakan komitmen bagi setiap bank yang menjalankan usahanya di 
Indonesia.  
Selanjutnya, definisi bank umum di atas pada dasarnya merupakan 
penekanan pada fungsi tambahan bank umum dalam hal pemberian 
pelayanan atau jasa-jasa dalam lalu lintas penbayaran. Dengan definisi ini 
dapat disimpulkan bahwa hanya bank umumlah yang dapat menyediakan 
jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Perkreditan 
Rakyat (BPR) tidak diperkenankan melakukan kegiatan tersebut. Ini 
pulalah yang menjadikan perbedaan prinsipil antar bank umum dengan 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR).  
Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI 
No.221/KMK.017/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya 
dapat didirikan dan menjalankan usaha dengan izin Menteri Keuangan 
setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Dan untuk pemberian 
izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilakukan dalam dua tahap 
(Frianto Pandia, 2005 : 31-32), yaitu :  
a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan  
pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dimana untuk 
mendapatkan persetujuan ini, pemohon (sekurang-kurangnya salah 
seorang anggota direksi) mengajukan permohonan kepada Menteri 
Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia serta 
melampirkan:  
1) Rancangan anggaran dasar atau akte pendirian Bank Perkreditan 
Rakyat (BPR)  
2) Daftar calon pemegang saham berikut rincian penyertaan masing-
masing  
3) Daftar calon direksi dan dewan komisaris  
4) Rencana susunan organisasi  
5) Rencana kerja untuk tahun pertama  
6) Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% dari modal disetor 
minimum, dalam bentuk fotocopy bilyet deposito atas nama 
“Menkeu q.q salah seorang pemilik untuk pendirian Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) yang bersangkutan” pada badan usaha 
di Indonesia.  
b. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah 
persiapan pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Untuk 
memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR) sebagaimana dimaksud, wajib dipenuhi persyaratan sekurang-
kurangnya tentang :  
1) Susunan organisasi dan kepengurusan  
2) Permodalan  
3) Kepemilikan  
4) Keahlian di bidang perbankan  
5) Kelayakan rencana kerja  
Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip atau 
izin usaha diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari 
kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Dan Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) yang telah mendapatkan izin harus 
menjalankan kegiatan operasionalnya dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya izin serta wajib 
mencantumkan secara jelas kata “Bank Perkreditan Rakyat” atau 




B. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat  
a. Dari Kemerdekaan Hingga Pakto 1988  
Setelah perang kemerdekaan, pemerintah mendorong pendirian 
bank-bank pasar yang terutama sangat dikenal karena didirikan di 
lingkungan pasar dan bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa 
keuangan kepada para pedagang pasar. Bank-bank pasar tersebut 
kemudian berdasarkan Pakto 1988 dikukuhkan menjadi Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR). Bank-bank yang didirikan antara 1950-
1970 didaftarkan sebagai Perseroan Terbatas (PT), CV, koperasi, 
Maskapai Andil Indonesia (MAI), yayasan, dan perkumpulan. Pada 
masaa tersebut, berdiri beberapa lembaga keuangan yang dibentuk 
oleh Pemerintah Daerah seperti Bank Karya Produksi Desa (BKPD) di 
Jawa Barat, Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Kredit 
Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur, Lumbung Pitih Nagari 
(LPN) di Sumatera Barat, dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di 
Bali. Pada Oktober 1988 pemerintah mengeluarkan kebijakan 
deregulasi perbankan, yang dikenal sebagai Pakto 1988 yang antara 
lain memberi kemudahan bagi pendirian Bank Perkreditan rakyat 
(BPR). Sejak saat itu BPR di Indonesia tumbuh dengan subur.  
b. Pasca Pakto 1988  
Sebagai kelanjutan Pakto 1988, pemerintah mengeluarkan 
beberapa paket ketentuan di bidang perbankan yang merupakan 
penyempurnaan ketentuan sebelumnya. Sejalan dengan itu, pemerintah 
menyempurnakan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-
pokok Perbankan dengan mengeluarkan Undang-Undang No.7 Tahun 
1992 tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut disempurnakan 
lebih lanjut dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam 
Undang-Undang ini secara tegas dikemukakan bahwa jenis bank di 
Indonesia adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.  
C. Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat  
a. Harapan terhadap Industri Bank Perkreditan Rakyat di Masa 
Depan  
a) Terwujudnya industri BPR yang sehat, kuat, produktif, dan 
memiliki daya saing tinggi, yaitu industri yang didukung oleh 
permodalan yang kuat; Sumber daya manusia (SDM) yang 
profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi; dan operasional 
BPR yang efisien.  
b) Penyebaran BPR yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia, 
terutama ke wilayah Indonesia bagian timur dan tidak terpusat di 
Jawa dan Bali, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih 
merata ke seluruh wilayah Indonesia.  
c)  Peningkatan peran dan kontribusi BPR sebagai ujung tombak 
pembiayaan kepada usaha mikro kecil (UMK) dan masyarakat di 
daerah pedesaan dengan mempertimbangkan kedekatannya dengan 
masyarakat UMK, baik secara geografis maupun psikologis.  
b. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Bank  Perkreditan 
Rakyat  
Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut di atas, kebijakan 
dan strategi pengembangan BPR diarahkan pada langkah-langkah 
pemberdayaan dan penguatan daya saing BPR sejalan dengan API 
(Arsitektur Perbankan Indonesia) Pilar I. Sehubungan dengan hal 
tersebut, Bank Indonesia telah menempuh berbagai kebijakan dan 
peraturan secara berkelanjutan yang mencakup :  
a) Penyempurnaan Pengaturan BPR  
Dalam rangka mendorong terciptanya industri BPR yang dikelola 
secara sehat serta dapat memberikan kontribusi positif terhadap 
perbankan nasional khususnya dalam pembiayaan pada sektor 
keuangan mikro, serta mempertimbangkan karakteristik BPR dan 
praktik-praktik internasional dalam pembiayaan mikro, Bank 
Indonesia telah melakukan penyempurnaan beberapa ketentuan 
mengenai kelembagaan, SDM< dan operasional BPR.  
Selain itu, telah disusun pula ketentuan untuk mendukung 
efektifitas pengawasan berupa pemanfaatan database BPR sebagai 
sarana sistem deteksi dini. Terkait dengan hal tersebut, saat ini 
sedang dikaji pula ketentuan mengenai percepatan pemenuhan 
modal disetor minimum, penilaian kolektibilitas kredit, dan 
peningkatan modal disetor minimum BPR.  
 
b) Peningkatan Efektifitas Pengawasan 
Hal ini dilakukan dengan melaksanakan implementasi sistem 
informasi pengawasan BPR secara nasional sampai dengan tahun 
2005; merancang pelaporan BPR secara elektronik, yaitu offline 
(via disket) pada akhir 2005 dan online (via modem) pada tahun 
2006; serta penyusunan strategi pemeriksaan berdasarkan 
potential risk.  
Selain itu, Bank Indonesia senantiasa melakukan peningkatan 
kualitas dan kuantitas pengawasan dengan melakukan sertifikasi 
pada pengawas bank, pelatihan non-sertifikasi yang bersifat 
pembekalan dan knowledge sharing secara berkala, dan 
penambahan jumlah pengawas.  
c) Penguatan Kelembagaan BPR (Institutional Building)  
Dalam rangka mewujudkan industri BPR yang sehat, Bank 
Indonesia melanjutkan kebijakan restrukturisasi industri BPR 
dengan mengupayakan langkah penyehatan terhadap BPR-BPR 
bermasalah yang masih dapat diselamatkan melalui penambahan 
modal disetor, merger ataupun akuisisi, serta mendorong 
masuknya investor baru yang memiliki kemampuan untuk 
memperkuat permodalan dan manajemen BPR.  
Selain itu, Bank Indonesia mendorong kerjasama antara BPR 
dengan bank umum dalam penyaluran kredit kepada UMK 
melalui linkage program. Bank Indonesia juga memfasilitasi 
terbentuknya lembaga apex bagi BPR.  
d) Peningkatan Kapasitas BPR (Capacity Building) 
Peningkatan kapasitas BPR meliputi langkah-langkah mendorong 
implementasi Program Sertifikasi Profesional (CERTIF) bagi 
direktur BPR, pemberian bantuan teknis bagi SDM BPR setingkat 
manajer untuk meningkatkan kompetensi teknis, serta 
pengembangan teknologi informasi BPR untuk peningkatan 
efisiensi.  
e) Mendorong Penyebaran BPR ke luar Jawa dan Bali  
Dalam rangka mendorong BPR agar dapat lebih meningkatkan 
peran dan kontribusinya dalam pembiayaan kepada usaha mikro 
kecil dan masyarakat pedesaan serta pelayanan yang lebih merata 
di seluruh wilayah Indonesia, Bank Indonesia mendorong 
pendirian BPR di luar Jawa dan Bali, dan melaksanakan seleksi 
yang sangat ketat atas permohonan pendirian BPR di Jawa dan 
Bali.  
Untuk mendukung kebijakan penyebaran BPR tersebut, Bank 
Indonesia bekerja sama dengan lembaga manajemen PPM 
melaksanakan kajian ilmiah tentang penilaian studi kelayakan 
pendirian BPR untuk menyusun rumusan formula penilaian 
potensi dan kelayakan pendirian BPR yang tepat dan dapat 
dipertanggungjawabkan atas dasar dan kajian ilmiah. Dari hasil 
kajian tersebut selanjutnya disusun pedoman penilaian studi 
kelayakan pendirian BPR. Pedoman tersebut telah disosialisasikan 
dalam bentuk pelatihan kepada staf atau pejabat Bank Indonesia 
yang menangani pendirian BPR.  
D. Sasaran Bank Perkreditan Rakyat ( BPR )  
a. Sasaran yang ingin dicapai oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga kepercayaan, 
sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaannya adalah 
perkembangan usaha yang sehat dan efisien, dalam arti :  
a. Dapat memenuhi kepentingan masyarakat baik penyimpan dana 
maupun pengguna dana.  
b. Berkembang secara wajar.  
c. Bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia.  
b. Hal – hal yang mempengaruhi pencapaian sasaran BPR  
1. Faktor Ekstern  
a. Masyarakat khususnya nasabah yang terdiri dari :  
1. Penabung dan deposan, yang menginginkan :  
§ Keamanan uang yang disimpannya.  
§ Uang dapat ditarik kembali pada waktu jatuh tempo.  
§ Memperoleh pelayanan yang baik.  
§ Mendapatkan bunga yang menarik.  
 
 
2. Peminjam uang atau debitur, yang menginginkan :  
§ Persyaratan yang ringan.  
§ Proses yang cepat.  
§ Suku bunga yang rendah.  
§ Cara pembayaran kembali atau pengembalian pinjaman 
yang longgar.  
b. Keadaan dan perkembangan sosial ekonomi setempat :  
1. Kondisi lingkungan.  
§ Penduduk setempat dan sekitarnya.  
§ Kalangan pengusaha dan dunia usaha.  
§ Jenis kegiatan usaha pada umumnya.  
§ Kegiatan pembangunan setempat.  
§ Potensi usaha dan ekonomi setempat.  
2.  Manfaat untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR).  
§ Untuk mengetahui besarnya peluang usaha yang 
tersedia.  
§ Untuk mengetahui nasabah dan calon nasabah 
(profile nasabah).  
§ Untuk menyesuaikan cara melakukan kegiatan 
usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR).  
c. Persaingan.  
a.  Yang menjadi saingan.  
§ Sesama Bank Perkreditan Rakyat (BPR).  
§ Bank umum.  
§ Pelepas uang.  
b. Sikap menghadapi saingan.  
§ Bersaing secara sehat.  
§ Berikan pelayanan yang lebih baik.  
§ Berikan persyaratan yang lebih menguntungkan 
nasabah.  
d. Kebijaksanaan dan peraturan yang ada  
1) Maksud kebijaksanaan dan peraturan - Menjaga agar 
BPR dapat berkembang secara baik dan sehat.  
§ Menjaga agar kepentingan masyarakat dan pihak 
lain tidak dirugikan.  
§ Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPR.  
2) Sikap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terhaadap 
kebijaksanaan dan peraturan  
§ Menghayati dan memandang semua kebijaksanaan 
serta peraturan yang ada bukan sebagai faktor 
penghambat atau membatasi kegiatan usaha BPR, 
tetapi justru sebagai faktor keamanan.  
§ Memandang kebijaksanaan dan peraturan sebagai 
penyelamat kelangsungan hidup BPR.  
§ Menjadikannya sebagai bagian dari pedoman dalam 
kegiatan operasional BPR.  
2.  Faktor Intern  
a. Sikap dan pandangan pemilik Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR).  
1) Pemilik atau pemegang saham BPR harus bersikap dan 
berpandangan perlunya menjaga keseimbangan antara 
sasaran memperoleh laba dengan upaya untuk menjaga 
kelangsungan hidup BPR.  
2) Pemilik atau pemegang saham harus dapat memisahkan 
kepentingan BPR dengan kepentingan pribadi atau 
usaha lainnya kepunyaan pemegang saham.  
3) Pemilik harus menyadari bahwa kekayaan BPR bukan 
milik seluruhnya dari pemilik, kekayaan pemilik hanya 
terbatas pada jumlah modal yang disetorkan yang 
hanya merupakan bagian kecil dari asset BPR.  
4) Pemilik atau pemegang saham perlu menghayati bahwa 
BPR perlu dikelola oleh pengurus yang berpengalaman 
dan professional. Sepanjang pemilik dan atau 
keluarganya berkeinginan untuk duduk dalam 
kepengurusan BPR, harus memiliki persyaratan 
pengalaman dan profesionalisme. Apabila dari pihak 
pemilik dan atau keluarganya tidak memiliki criteria 
tersebut, maka harus ada sikap keterbukaan untuk 
menyerahkan pengelolaan bank kepada pihak luar yang 
profesional.  
b. Sikap atau pandangan dan integritas serta kualitas pengurus 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  
1) Pengelolaan BPR harus terlebih dahulu didasarkan pada 
niat yang baik dari para pengurusnya bahwa mereka 
semata-mata hanya akan melakukan pengelolaan 
kegiatan usaha BPR yang baik dan sehat serta sesuai 
dengan arah dan ketentuan yang berlaku untuk BPR.  
2) Pengurus BPR harus mengutamakan keselamatan dan 
keamanan uang masyarakat yang dititipkan atau 
disimpan pada BPR.  
3) Pengurus perlu mempunyai pengalaman dan keahlian 
(professional) dalam pengelolaan BPR.  
4) Pengurus harus memiliki komitmen bahwa mereka 
akan mengembangkan BPR-nya secara baik dan sehat.  
c. Hal yang diperlukan dalam pencapaian sasaran BPR  
Untuk mewujudkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang sehat 
dan efisien, perlu pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara 
sehat dengan prinsip kehati-hatian (prudential management) yang 
dapat tercermin dari lima indikator, sebagai berikut :  
1. Permodalan yang cukup  
a. Besarnya modal BPR harus dapat menyangga kegiatan usaha.  
b. Dengan semakin berkembangnya usaha BPR, maka jumlah 
modal BPR harus selalu disesuaikan pula dengan peningkatan 
kegiatan usaha tersebut.  
c. Fungsi modal disamping mampu atau cukup untuk menyerap 
kerugian yang mungkin terjadi ( sehingga jangan sampai 
kerugian ini harus ditutup oleh dana masyarakat ) juga 
berfungsi sebagai cadangan untuk menghadapi kemungkinan 
timbulnya kesulitan keuangan yang parah.  
2. Kualitas aktiva yang produktif  
a. Kualitas kredit dan penanaman dana lainnya harus baik 
dipandang dari jumlah yang lancar dalam membayar bunga 
serta dapat ditarik kembali pada saat jatuh temponya. Dengan 
kata lain kualitas aktiva produktif ini diukur pula dari jumlah 
kredit yang macet.  
b. Disamping diukur dari kelancaran membayar pokok dan bunga 
pinjaman, kualitas aktiva produktif ini ditentukan pula dari hal 
– hal yang secara potensial dapat membahayakan, misalnya 
terkonsentrasinya pinjaman pada beberapa debitur.  
3. Perkembangan usaha yang wajar  
a. Kegiatan usaha BPR menunjukkan perkembangan atau 
peningkatan secara wajar.  
b. Peningkatan kegiatan usaha tersebut biasanya diukur dari 
kenaikan jumlah asset ( volume usaha ), jumlah pinjaman dan 
aktiva yang produktif lainnya, jumlah dana dari masyarakat 
yang berhasil dihimpun, jumlah modal sendiri yang telah dapat 
dipupuk dan jumlah laba yang diperoleh dari tahun ke tahun.  
4. Rentabilitas yang baik  
a. Laba yang diperoleh BPR dapat memberikan manfaat kepada 
pemilik, daya dukung terhadap organisasi serta pengembangan 
usaha. Rentabilitas tersebut biasanya dibandingkan dengan 
besarnya asset atau jumlah modal sendiri BPR atau 
dibandingkan secara rata-rata dengan BPR – BPR lainnya.  
b. Laba yang tercatat pada suatu BPR harus merupakan laba yang 
efektif, yaitu laba yang diperoleh karena pendapatan bunga dari 
pinjaman yang benar – benar telah dibayar oleh debitur dan 
bukan semata – mata membukukan pendapatan bunga dengan 
cara menambah plafond kredit ( plafondering bunga ).  
5. Likuiditas yang cukup  
a. BPR mampu setiap saat memenuhi kewajibannya kepada pihak 
ketiga terutama para penabung dan deposan.  
b. Setiap penarikan dana oleh nasabah pada saat yang 
diperjanjikan atau pada saat jatuh tempo dapat dilayani oleh 
BPR, tanpa harus terlebih dahulu mencari dana dari sumber 
lain diluar BPR.  
 
 
E. Analisis C, A, E, L  
Tingkat kesehatan BPR pada dasarnya dinilai dengan pendekatan 
kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan 
perkembangan suatu BPR. Pendekatan kualitatif sebagaimana dimaksud di 
atas dilakukan dengan penilaian analisis C, A, E, L. Dimana analisis C, A, 
E, L merupakan suatu cara atau tehnik di dalam menganalisa tingkat 
kesehatan bank yang terdiri dari 5 (lima) faktor penting dalam perbankan 
yaitu Capital (permodalan), Assets Quality (kualitas Aktiva), Earnings 
(Rentabilitas), dan Liquidity (Likuiditas). Meskipun secara umum analisis 
CAMEL relevan dipergunakan untuk semua bank, tetapi bobot masing-
masing faktor akan berbeda untuk masing-masing jenis bank. Dengan 
dasar ini, maka penggunaan analisis C, A, E, L dalam penilaian tingkat 
kesehatan dibedakan antara bank umum dan BPR.  
Serta ada perbedaan cara beroperasi antara bank umum dan BPR, sebagai 
berikut :   
1) Bank Umum :  
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 
giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk 
lainnya yang dipersamakan dengan itu  
b. Memberikan kredit  
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang  
d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 
kepentingan dan atas perintah nasabahnya :  
§ Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang 
masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam 
perdagangan surat-surat yang dimaksud  
§ Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 
berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam 
perdagangan surat-surat yang dimaksud  
§ Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah  
§ Sertifikat BankIndonesia (SBI)  
§ Obligasi  
§ Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1(satu) tahun  
§ Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai 
dengan 1(satu) tahun  
e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 
kepentingan nasabah  
f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan 
dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana 
telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya  
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga  
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga  
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 
berdasarkan suatu kontrak  
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya 
dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek  
k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan 
wali amanat  
l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain 
berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia  
m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang 
tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang perbankan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku  
n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia  
o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain 
di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, 
perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan 
penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia  
p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi 
akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, 
dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia  
q. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun 
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana 
pensiun yang berlaku  
Untuk mempermudah pemahaman bagaimana bank beroperasi, perlu 
dipahami bentuk neraca bank yaitu daftar yang memuat mengenai kekayaan 
(asset), kewajiban, dan modal bank. Di bawah ini merupakan neraca bank 
umum sebagai berikut :  
Tabel 2.2 
Neraca Bank Umum 
 
POS AKTIVA  
POS KEWAJIBAN DAN 
EKUITAS  
Kas  
Giro pada Bank Indonesia  
Giro pada bank lain  
Penempatan pada bank lain  
Surat-surat berharga  
Kredit yang diberikan  
Penyertaan  
Biaya dibayar dimuka  
Aktiva tetap  
Aktiva sewa guna usaha  
Aktiva lain-lain  
Jumlah Aktiva  
Giro  
Kewajiban segera lainnya  
Tabungan  
Deposito berjangka  
Sertifikat deposito  
Surat berharga yang diterbitkan  
Pinjaman yang diterima  
Pinjaman subordinasi  
Kewajiban lain  
Ekuitas  
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas  
   (Dahlan Siamat, 2005 : 282)  
 
2) BPR :  
Kegiatan usaha yang diperkenankan bagi BPR secara umum adalah 
sebagai berikut :  
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 
deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu  
b. Memberikan kredit  
c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip 
syariah  
d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, 
deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain  
Usaha-usaha yang dilarang bagi BPR berdasarkan undang-undang adalah :  
a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 
pembayaran  
b. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing  
c. Melakukan penyertaan modal  
d. Melakukan usaha perasuransian  
e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan yang telah ditetapkan di atas.  
Di bawah ini merupakan neraca BPR dikutip pada makalah yang disajikan 
dalam seminar Penyuluhan Kepada Pengurus BPR di Wilayah Kerja Bank 
Indonesia Semarang, 6-7 Januari 1995 sebagai berikut :  
 
 
Tabel 2.3  
Neraca Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  
 
POS AKTIVA  
POS KEWAJIBAN DAN 
EKUITAS  
Kas  
Antar bank aktiva :  
a. tabungan  
b. deposito  
Kredit yang diberikan  
Aktiva tetap  
Aktiva lain-lain  
Jumlah Aktiva  
Kewajiban segera lainnya  
Tabungan  
Deposito berjangka  
Pinjaman yang diterima  
Kewajiban lain  
Ekuitas  
Jumlah Kewajiban dan 
Ekuitas  
 
Berdasarkan perbedaan operasi bank umum dan BPR menurut UU 
No.10 Tahun 1998 yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa 
hanya bank umumlah yang dapat menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas 
pembayaran sedangkan BPR tidak diperkenankan melakukan hal tersebut, 
maka metode C, A, E, L dirasa terlalu berat jika diterapkan pada BPR 
karena bobot masing-masing faktor C, A, E, L yang diberikan antara bank 
umum dan BPR tidak jauh berbeda. Untuk itulah perlu adanya peninjauan 
ulang dari Bank Indonesia tentang bobot analisis C, A, E, L yang diberikan 
khususnya pada BPR. 
a)  Capital (Permodalan)  
Faktor ini berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang 
diperlukan untuk pengembangan usaha dan menutup kerugian yang 
mungkin timbul. Kekurangan modal merupakan gejala yang umum 
dialami bank-bank di negara-negara berkembang. Kekurangan modal 
tersebut dapat bersumber dari dua hal yaitu pertama, karena modal 
yang jumlahnya kecil; kedua, karena kualitas modalnya yang buruk. 
Dengan demikian, pengawas bank harus yakin bahwa bank harus 
mempunyai modal yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. 
Selain itu, para pemegang saham maupun pengurus bank harus benar-
benar bertanggung jawab atas modal yang sudah ditanamkan.  
Pada saat ini persyaratan untuk mendirikan BPR memerlukan 
modal disetor antara Rp.500 juta sampai dengan Rp.5 milyar (PBI 
No.6/22/PBI/2004). Namun, BPR-BPR yang pada saat ketentuan 
tersebut diberlakukan sudah berdiri, jumlah modalnya mungkin kurang 
dari jumlah tersebut. Pengertian kecukupan modal tersebut tidak hanya 
dihitung dari jumlah nominalnya, tetapi juga dari perhitungan rasio 
kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan atau disebut 
juga sebagai kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio atau CAR).  
CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal 
yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau 
menghasilkan risiko. CAR dengan kata lain adalah rasio yang 
memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung 
risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut 
dibiayai dari dana modal sendiri baik disamping memperoleh dana-
dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, 
pinjaman (utang), dan lain-lain (Kasmir, 2000 : 198).  
CAR digunakan untuk mengukur proporsi modal sendiri dibandingkan 
dengan dana luar dalam rangka pembiayaan kegiatan usaha perbankan 
dan merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi 
penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang 
disebabkan oleh aktiva yang berisiko (Santoso, 1995; Dendawijaya, 
2003).  
CAR dilakukan dengan membandingkan jumlah modal yang 
dimiliki bank (modal inti dan modal pelengkap) dengan jumlah aktiva 
tertimbang menurut risiko (ATMR). Berdasarkan Peraturan Bank 
Indonesia No.3/21/2001 tahun 2001 bank wajib menyediakan modal 
minimum sebesar 8% dari ATMR. Aktiva dalam perhitungan ini 
mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang 
bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang 
masih bersifat kontinjen dan atau komitmen yang disediakan oleh 
bank bagi pihak ketiga.  
Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) dirumuskan 
















Cara perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank 
sesuai dengan SE BI No.26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993 mengikuti 
langkah-langkah sebagai berikut :  
1) Dasar Kebutuhan Modal  
Perhitungan kebutuhan modal didasarkan ATMR, dalam menghitung 
ATMR terhadap masing-masing pos aktiva diberikan bobot risiko 
yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada 
aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan 
nasabah, penjamin, serta sifat agunan. Dapat ditambahkan bahwa 
untuk kredit-kredit yang penarikannya dilakukan secara bertahap, 
maka bobot risiko dihitung berdasarkan besarnya penarikan kredit 
pada tahap yang bersangkutan.  
2) Bobot Risiko Neraca  
ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal 
masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari 
masing-masing pos aktiva neraca tersebut. Besarnya bobot risiko dapat 
diperinci antara lain sebagai berikut :  
a. Bobot risiko sebesar 0% untuk: kas, Sertifikat Bank Indonesia 
(SBI), kredit yang dijamin dengan saldo dan tabungan yang cukup 
milik peminjam.  
b. Bobot risiko sebesar 20% untuk: giro, deposito berjangka, 
sertifikat deposito, tabungan serta tagihan lainnya kepada bank 
lain, kredit kepada bank lain atau pemerintah daerah, kredit kepada 
atau yang dijamin oleh bank lain atau pemerintah daerah.  
c. Bobot risiko sebesar 50% untuk: Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
yang dijamin oleh hipotek dengan tujuan untuk dihuni.  
d. Bobot risiko sebesar 100% untuk: kredit kepada atau kredit yang 
dijamin oleh BUMN, perorangan, koperasi, perumahan swasta, 
dan lain-lain; aktiva tetap dan inventaris; dan aktiva lainnya selain 
tersebut diatas.  
3) Bobot Risiko Administratif ATMR aktiva administrative dihitung 
dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administrative yang 
bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos rekening 
tersebut.  
4) Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif  
5) Rasio Modal Bank (CAR) dihitung dengan cara membandingkan 
antara modal bank (modal inti + modal pelengkap) dengan total 
ATMR.  
6) Hasil dari perhitungan rasio modal bank (CAR) ini kemudian 
digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya nilai kredit 
analisis C, A, E, L untuk faktor permodalan.  
Berdasarkan SK DIR BI No.31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 
1998, pemberian kredit terhadap Kewajiban Penyediaan Modal 
Minimum (KPMM) bank ditentukan sebagai berikut :  
1) Ketentuan penilaian :  
a. Pemenuhan KPMM sebesar 8% diberi Nilai Kredit (NK) = 81 
(sehat), dan untuk setiap kenaikan 0,1% mendapat tambahan 1 
dengan nilai maksimum 100.  
b. Pemenuhan KPMM < 8% - 7,9% diberi NK = 65 (kurang sehat), 
dan untuk setiap penurunan 0,1% dari 7,9% NK dikurangi 1 
dengan nilai minimum 0.  






2) Bobot CAMEL untuk rasio kecukupan modal (CAR) adalah 30%.  
3) Standar penilaian :  
§ S (Sehat) ≥ 8,0%  
§ KS (Kurang Sehat) ≥ 6,5% - <8,0%  
§ TS (Tidak Sehat) < 6,5% Dalam aspek modal yang 
diperhitungkan adalah modal inti dan modal pelengkap (Dahlan 
Siamat, 2005 : 250-253).  
Modal inti terdiri dari :  
1) Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh 
pemiliknya.  
2) Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh 
bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.  
3) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari 
sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan 
harga jual apabila saham tersebut dijual.  
4) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba 
yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan 
mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat 
anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar 
masing-masing bank.  
5) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang 
disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan 
rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.  
6) Laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak 
yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota 
diputuskan untuk tidak dibagikan.  
7) Laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu 
setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya 
oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Jumlah laba 
tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 
50%. Jika bank mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh 
kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.  
8) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku 
berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun 
buku berjalan diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. 
Jika bank mengalami kerugian pada tahun berjalan, seluruh kerugian 
tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.  
9) Dana setoran modal, yaitu dana yang telah disetor penuh untuk 
penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan 
persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor; seperti 
pelaksanaan RUPS maupun pengesahan anggaran dasar. Dana ini 
untuk sementara ditempatkan pada rekening khusus atau estrow 
account dan tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham, 
penggunaannya harus dengan persetujuan Bank Indonesia.  
10) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya 
dikonsolidasikan, bagian kekayaan bersih tersebut adalah modal inti 
anak perusahaan setelah dikompensasikan nilai penyertaan bank 
pada anak perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan anak 
perusahaan adalah bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 
(LKBB) lain yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.  
Modal pelengkap terdiri dari :  
1) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari 
selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat 
persetujuan direktorat pajak.  
2) Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif, 
yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi 
tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang 
mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali 
sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan penghapusan 
aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap 
adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah Aktiva Tertimbang 
Menurut Risiko (ATMR).  
3) Modal pinjaman (hybrid atau quasi capital) , yaitu utang yang 
didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti 
modal dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :  
a. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan 
dengan modal dan telah dibayar penuh.  
b. Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa 
persetujuan Bank Indonesia.  
c. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal 
jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-
cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum 
dilikuidasi.  
d. Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam 
keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar 
bunga tersebut.  
4) Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut :  
a. Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.  
b. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. 
Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan 
persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran 
kembali pinjaman subordinasi tersebut.  
c. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor 
penuh.  
d. Minimal berjangka waktu 5 tahun.  
e. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari 
Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank 
tetap sehat.  
f. Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari 
segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).  
b)  Assets Quality (Kualitas Aktiva)  
Di dalam menganalisis suatu bank, pada umumnya perhatian 
difokuskan pada kecukupan modal karena masalah solvensi memang 
penting. Namun demikian, menganalisis kualitas aktiva produktif bank 
secara cermat tidaklah kalah pentingnya. Kualitas aktiva produktif 
bank yang sangat jelek secara implisit akan menghapus modal bank. 
Walaupun secara riil bank memiliki modal yang cukup besar, apabila 
kualitas aktiva produktifnya sangat buruk, dapat saja modalnya 
menjadi buruk pula. Hal ini antara lain terkait dengan berbagai 
permasalahan seperti pembentukan cadangan, penilaian aset, 
pemberian pinjaman kepada pihak terkait, dan sebagainya.  
Untuk itulah kelangsungan usaha suatu bank tergantung pada kesiapan 
bank itu sendiri untuk menghadapi risiko kerugian dari penanaman 
dana, oleh karena itu setiap pengurus bank wajib menjaga kualitas 
aktiva produktifnya. Kualitas aktiva produktif adalah penanaman dana 
bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, 
surat berharga, penempatan antar bank, penyertaan termasuk 
komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif 
(Widjanarto, 2003 : 169). Aktiva produktif pada umumnya berfungsi 
sebagai pendapatan utama bank, namun sebagai sumber utama 
pendapatan, pada aset ini juga terdapat risiko terbesar (Taswan, 2003 : 
195).  
Aktiva produktif meliputi (Dahlan Siamat, 2005 : 230-231) :  
1) Kredit, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk :  
§ cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro 
nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.  
§ pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.  
§ pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.  
2) Surat Berharga, adalah surat pengakuan hutang, wesel, obligasi, 
sekuritas kredit, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari 
penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar 
modal dan pasar uang.  
3) Penempatan Dana antar Bank, adalah penanaman dana bank pada 
bank lain dalam bentuk giro, interbank call money, deposito 
berjangka, sertifikat deposito, kredit, dan penanaman dana lainnya 
yang sejenis.  
4) Tagihan Akseptasi, adalah tagihan yang timbul sebagai akibat 
akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.  
5) Reserve Repurchase Agreement atau Reserve Repo, adalah tagihan 
atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali.  
6) Tagihan Derivatif, adalah tagihan karena potensi keuntungan dari 
suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara 
nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal 
laporan), termasuk potensi keuntungan karena mark to market dari 
transaksi spot yang masih berjalan.  
7) Penyertaan Modal, adalah penanaman dana bank dalam bentuk 
saham pada bank dan perusahaan di bidang keuangan lainnya, 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, 
perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan 
penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang 
konversi (convertible bonds), dengan opsi saham (equity options) 
atau jenis transaksi tertentu, yang berakibat bank memiliki atau 
akan memiliki saham pada bank dan atau perusahaan yang 
bergerak di bidang keuangan lainnya.  
8) Transaksi Rekening Administratif, adalah kewajiban komitmen 
dan kontijensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, letter 
of credit, standby letter of credit, fasilitas kredit yang belum ditarik 
dan atau kewajiban komitmen dan kontijensi lain.  
9) Bentuk penyediaan dana lainnya Dalam Surat Keputusan Direksi 
Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 
tentang kualitas aktiva produktif disebutkan bahwa kualitas aktiva 
produktif yang dinilai kualitasnya meliputi penanaman dana baik 
dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit dan surat 
berharga. Aktiva produktif lainnya, seperti penanaman dana dalam 
bentuk penyertaan dan penempatan dana antar bank tidak 
dilakukan penilaian kualitasnya oleh Bank Indonesia. Pengertian 
kualitas yang dimaksudkan sebagai keadaan pembayaran pokok 
atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat 
kemungkinan diterimanya kembali yang ditanamkan dalam surat-
surat berharga atau sering juga disebut dengan istilah 
kolektibilitas. 
  
Kualitas aktiva produktif dinilai berdasarkan atas :  
1) Prospek usaha  
2) Kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur  
3) Kemampuan membayar  
Aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah aktiva 
produktif (kredit) yang diperkirakan akan atau sudah tidak 
memberikan penghasilan atau bahkan menimbulkan kerugian 
kepada pihak bank. Batas risiko yang digunakan untuk menilai 
aktiva produktif yang diklasifikasikan pada Bank Perkreditan 
Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut :  
Tabel 2.4  
Bobot Risiko Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan  
 
Keterangan  Bobot Risiko  
Lancar  0%  
Kurang Lancar  50%  
Diragukan  75%  
Macet  100%  
       (Sumber : Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006 )  
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dilakukan 
berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 
Oktober 2006 tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan 
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat 
yang menyebutkan besarnya penyisihan yang harus dibentuk 
sekurang-kurangnya sebesar :  
1) 0,5% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar  
2) 10% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar 
setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai  
3) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah 
dikurangi nilai agunan yang dikuasai  
4) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah 
dikurangi nilai agunan yang dikuasai  
Penilaian terhadap faktor kualitas aktiva produktif dalam analisis C, A, 
E, L didasarkan pada dua macam rasio yaitu :  
1) Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva 





(Frianto Pandia dkk, 2005 : 39)  
Bobot C, A, E, L dari rasio KAP (Kualitas Aktiva Produktif) 
adalah 25%.  
Ketentuan penilaian :  
1) Rasio sebesar 22,5% atau lebih, NK (Nilai Kredit) = 0  
2) Untuk setiap penurunan 0,15% dimulai dari 22,5% mendapat 
tambahan nilai 1 (NK + 1) dengan maksimum 100.  




2) Rasio PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang 
dibentuk terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk (PPAPWD)  




(Frianto Pandia dkk, 2005 : 41) 
Bobot C, A, E, L pada rasio PPAP adalah 5%.  
Ketentuan penilaian :  
1) Rasio sebesar 0%, Nilai Kredit (NK) = 1  
2) Untuk setiap kenaikan 1% dimulai dari 0 mendapat tambahan 
nilai 1 (NK + 1) dengan maksimum 100.  




c) Earnings (Rentabilitas)  
Salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu 
bank adalah kemampuan suatu bank dalam memperoleh keuntungan. 
Perlu diketahui bahwa apabila bank selalu mengalami kerugian dalam 
kegiatan operasinya, maka tentu saja lama-kelamaan kerugian tersebut 
akan memakan modalnya. Bank yang dalam kondisi demikian tentu 
saja tidak dapat dikatakan sehat. Laba merupakan salah satu tujuan 
dari bank dengan alasan menurut Simorangkir (2000 : 152) sebagai 
berikut:  
1) Dengan laba yang cukup, keuntungan dapat dibagi kepada 
pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham, sebagian 
dari laba dapat disisihkan sebagai cadangan. Hal ini akan 
menaikkan kredibilitas bank di mata masyarakat.  
2) Laba merupakan penilaian dari keterampilan manajer. Manajer 
bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan 
keuntungan yang lebih besar daripada manajer yang kurang cakap.  
3) Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal (investor) untuk 
menanamkan modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan 
atau ditetapkan oleh bank. Nantinya, bank akan memiliki modal 
yang semakin kuat untuk melakukan penawaran produk dan 
jasanya kepada masyarakat.  
Untuk itu digunakan analisis rasio rentabilitas bank menurut 
Dendawijaya (2003 : 117) adalah alat untuk menganalisis atau 
mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang berhasil 
dihimpun dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening 
giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Tingkat 
rentabilitas bank harus terus dijaga karena untuk dapat melangsungkan 
hidupnya, suatu perusahaan haruslah berada dalam keadaan 
menguntungkan/profitable. Tanpa adanya keuntungan akan sangat 
sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar (Syamsudin, 2000 
: 59). Layaknya perusahaan pada umumnya, setiap bank diwajibkan 
pula untuk menjaga tingkat rentabilitasnya.  
Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan 
kemampuan rentabilitas bank untuk mendukung kegiatan operasional 
dan permodalan. Penilaian terhadap faktor rentabilitas dalam analisis 
C, A, E, L diukur dengan menggunakan dua rasio, yaitu :  
1) Rasio ROA (Return On Total Asset).  
ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 
dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio 
ROA didapat dari perbandingan antara laba sebelum pajak 
terhadap rata-rata total aset. Semakin besar ROA suatu bank, maka 
semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut 
dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan 
aset. Return On Total Asset (ROA) dirumuskan sebagai berikut 







Laba sebelum pajak dan rata-rata total aset yang dimaksud dalam 
rasio ini adalah dibatasi untuk periode yang sama dalam 12 bulan 
terakhir. Rata-rata total aset adalah penjumlahan antara jumlah 
nilai neraca bank pada awal tahun (V0) dengan jumlah nilai neraca 
pada akhir tahun bersangkutan (V1) yang kemudian dibagi 2(dua). 
Penilaian ROA untuk faktor rentabilitas didasarkan atas ketentuan 
sebagai berikut :  
 
§ Untuk ROA sebesar 0% atau negatif, diberikan nilai kredit = 0  
§ Untuk setiap kenaikan 0,015% dimulai dari 0%, Nilai Kredit 
ditambah 1 dengan maksimum 100.  




2) Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional 
dalam 12 bulan (BOPO).  
Rasio beban operasional adalah perbandingan antara beban 
operasionaal daan pendapatan operasional. Perhitungan rasio ini 
digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank 
dalam melakukan kegiatan operasinya. Pada umumnya, beban dan 
pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga daan 
hasil bunga dikarenakan kegiatan utama bank pada prinsipnya 
adalah sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan 
dana. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Dahlan Siamat, 2005 : 







Ketentuan penilaian :  
§ Untuk BOPO sebesar 100% atau lebih, diberikan nilai kredit = 
0.  
§ Untuk setiap penurunan sebesar 0,08% dimulai dari 100%, 
nilai kredit ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.  




d) Liquidity (Likuiditas)  
Likuiditas adalah kemampuan suatu bank melunasi kewajiban-
kewajiban keuangan yang segera dapat dicairkan atau yang sudah 
jatuh tempo. Secara lebih spesifik, likuiditas adalah kesanggupan bank 
menyediakan alat-alat lancar guna membayar kembali titipan yang 
jatuh tempo dan memberikan pinjaman (loan) kepada masyarakat yang 
memerlukan.  
Pada awal terjadinya krisis perbankan di Indonesia banyak 
yang mengatakan persoalan perbankan pada saat itu ”hanyalah” 
masalah likuiditas (dan bukan masalah solvabilitas) dan akan segera 
bisa diatasi. Apakah masalah likuiditas sebenarnya tidak penting dan 
dapat dengan mudah diselesaikan?. Likuiditas adalah masalah yang 
sangat krusial dalam industri perbankan. Dengan demikian, 
pengelolaan likuiditas yang baik sangat menentukan bagi suatu bank, 
dan masalah likuiditas ini harus dipantau secara terus-menerus oleh 
pengawas bank. Demikian juga laporan-laporan bank kepada publik 
untuk keperluan transparansi, selalu menyertakan laporan-laporan 
yang memuat rasio-rasio yang terkait dengan kondisi likuiditas suatu 
bank, yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi 
tentang likuiditas suatu bank.  
Pengelolaan likuiditas juga merupakan masalah yang cukup 
kompleks dalam kegiatan operasi bank. Sulitnya pengelolaan tersebut 
disebabkan karena dana yang dikelola oleh bank sebagian besar adalah 
dana masyarakat yang sifatnya berfluktuasi. Oleh karena itu, bank 
harus memperhatikan seakurat mungkin kebutuhan likuiditas untuk 
suatu jangka waktu tertentu. Perkiraan kebutuhan likuiditas tersebut 
sangat dipengaruhi oleh perilaku penarikan nasabah, sifat, dan jenis 
sumber dana yang dikelola bank. Untuk mengukur posisi likuiditas 
suatu bank, umumnya digunakan rasio likuiditas yang dapat digunakan 
dalam menilai kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-
kewajiban yang harus dipenuhinya. Ukuran rasio likuiditas tersebut 
berbeda dengan rasio likuiditas yang sering digunakan untuk 
mengukur tingkat likuiditas perusahaan-perusahaan non bank karena 
adanya perbedaan sifat usaha serta perbedaan struktur aktiva dan 
pasiva.  
Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan 
terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban 
jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo dengan 
menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya 
berkenan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi 
juga berkaitan dengan kemampuannya untuk mengubah aktiva lancar 
tertentu menjadi uang kas (Dendawijaya, 2003 ; Syamsudin, 2000).  
Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan 
bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan 
kecukupan manajemen resiko likuiditas. Penilaian terhadap faktor 
likuiditas didasarkan pada 2(dua) rasio, yaitu :  
1) Cash Ratio (Rasio Alat Likuid terhadap Hutang Lancar)  
Cash Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank 
melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid 
yang dimiliki bank tersebut (Kasmir, 2003 : 271).  
Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi pula kemampuan likuiditas 
bank yang bersangkutan, namun dalam praktek akan dapat 
mempengaruhi profitabilitasnya. Rumus untuk mencari Cash Ratio 
adalah sebagai berikut (Lukman Demdawijaya, 2003 : 117) :  






Alat likuid yang dimaksud meliputi kas dan penanaman pada bank 
lain dalam bentuk giro dan tabungan dikurangi dengan tabungan 
bank lain pada bank. Sedangkan hutang lancar meliputi kewajiban 
segera, tabungan, dan deposito.  
Ketentuan penilaian :  
§ Sebesar 0%, diberi Nilai Kredit (NK) = 0.  
§ Untuk setiap kenaikan 0,05% dimulai dari 0%, Nilai Kredit 
(NK) ditambah 1 dengan maksimum 100.  




2) Loan to Deposit Ratio (LDR)  
LDR merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah kredit 
yang diberikan terhadap dana yang diterima oleh pihak bank dalam 
rupiah maupun valuta asing. LDR dirumuskan sebagai berikut 





Dana yang diterima oleh pihak bank menurut Lukman 
Dendawijaya (2003 : 118), antara lain :  
a. KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia).  
b. Giro, deposito dan tabungan masyarakat.  
c. Pinjaman bukan dari bank, jangka waktu lebih dari 3 bulan 
(diluar pinjaman subordinasi).  
d. Deposito dan pinjaman dari bank lain, jangka waktu lebih dari 
3 bulan.  
e. Modal inti.  
f. Modal pinjaman  
Kredit yang diberikan, antara lain :  
a. Kredit yang diberikan kepada masyarakat dikurangi dengan 
kredit sindikasi yang dibiayai bank lain.  
b. Kredit kepada bank lain dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan.  
c. Kredit sindikasi, yaitu fasilitas kredit yang diberikan bank 
kepada debitor (biasanya nasabah korporasi atau perusahaan) 
secara bersama-sama dengan bank-bank lain berdasarkan 
kesepakatan bersama atas beberapa ketentuan, seperti porsi 
volume kredit masing-masing bank, tingkat suku bunga, porsi 
jaminan (agunan) masing-masing bank, wanprestasi oleh 
debitor, berbagai fee, dan lain-lain. Kredit sindikasi ini 
biasanya diberikan bank karena kekurangan dana (jika dibiayai 
sendiri) atau menghindari terjadinya pelanggaran atas Batas 
Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).  
LDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam 
membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan 
dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 
likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit 
kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk 
segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali 
uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan 
kredit. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin 
rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini 
disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai 
kredit menjadi semakin besar (Dendawijaya, 2003 : 118)  
Ketentuan penilaian :  
§ Rasio sebesar 115% atau lebih, akan diberi Nilai Kredit (NK) = 
0.  
§ Untuk setiap penurunan 1% mulai dari 115%, Nilai Kredit 







Secara ringkas masing-masing komponen dalam analisis CAMEL ini 
terdiri dari beberapa bagian kecil yang masing-masing memiliki bobot 
resiko dan perhitungan nilai kredit tersendiri. perhitungan tingkat 
kesehatan bank ini dapat diliat pada tabel berikut ini :  
 
F. Pemenuhan ketentuan lain yang mempengaruhi tingkat kesehatan 
BPR  
a. Batas Maksimum Pemberian Kredit ( BMPK )  
BMPK adalah batas maksimum kredit yang diperkenankan untuk 
diberikan oleh bank kepada peminjam, kelompok peminjam yang 
tidak terkait dengan bank dan pihak-pihak lain yang terkait dengan 
bank.  
Pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank mengandung risiko 
kegagalan atau kemacetan pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh 
terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan 
tersebut bersumber dari dana masyarakat yang disimpan di bank, 
risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan 
dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, latar belakang BMPK ini 
sebagai berikut :  
1) Melindungi dan memelihara kepentingan dan kepercayaan 
masyarakat.  
2) Memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan bank melalui 
penyebaran risiko dengan mengatur penyaluran kredit, 
pembiayaan, atau pemberian jaminan dan fasilitas lain sedemikian 
rupa sehingga tidak terpusat pada debitur atau kelompok nasabah 
tertentu.  
Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit, yaitu :  
Satu peminjam atau kelompok peminjam yang tidak terkait dengan 
bank sebesar 20% dari modal bank.  
Pihak – pihak yang terkait dengan bank (satu peminjam maupun 
keseluruhan) maksimal 10% dari modal bank.  
Perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank :  
§ Kepemilikan > = 25%, BMPK sebesar 10% dari penyertaan bank.  
§ Kepemilikan < 25%, BMPK sebesar 20% dari modal bank.  
§ Keseluruhan sebesar 20% dari modal bank.  
Pelanggaran terhadap ketentuan BMPK dihitung berdasarkan jumlah 
kumulatif pelanggaran BMPK kepada debitur individual, debitur 
kelompok, dan pihak terkait dengan bank terhadap modal bank. 
Pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas mengurangi nilai kredit hasil 
penilaian tingkat kesehatan bank dengan perhitungan sebagai berikut (SK 
DIR BI No.26/167/KEP/DIR dan SE BI No.26/9/BPPP) :  
1) Untuk setiap pelanggaran BMPK, dikenakan Nilai Kredit (NK) 
dikurangi 5.  
2) Untuk setiap 1% pelanggaran BMPK, NK dikurangi lagi dengan 0,05 
dengan maksimum 10.  
Kredit-kredit yang tidak terkena BMPK sebagai berikut :  
§ Kredit-kredit yang dijamin oleh pemerintah pusat dan daerah.  
§ Bagian kredit yang dijamin oleh PT.ASKRINDO, PT.ASEI, dan 
PERUM PKK tetapi tidak boleh berlaku surut serta maksimum sebesar 
nilai pertanggungan.  
§ Kredit yang diberikan untuk mendukung upaya pelestarian 
swasembada pangan dan pengembangan koperasi.  
§ Bagian kredit yang dijamin oleh bank-bank utama dari luar negeri, 
termasuk kantor-kantornya di luar negeri.  
§ Bagian kredit yang dijamin oleh bank lain dalam rangka risk sharing.  
§ Kredit kelolaan yaitu kredit tanpa risiko bank (tidak termasuk “Two 
step Loan”)  
§ Penempatan dana pada bank lain, termasuk pemberian kredit.  
b. Faktor Judgement  
Faktor judgement berdasarkan kuantifikasi dari komponen-
komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan nilai kredit tertentu, 
namun masih perlu dianalisa dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain 
yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak 
dikuantifikasikan.  
Apabila dalam analisa dan pengujian lebih lanjut tersebut terdapat 
inkonsistensi atau berpengaruh secara materiil terhadap tingkat kesehatan 
bank, maka hasil penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut diatas, 
perlu dilakukan penyesuaian sehingga mencerminkan tingkat kesehatan 
bank yang sebenarnya.  
c. Pelanggaran Ketentuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know 
Your Customer principles/KYC)  
Salah satu upaya untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudent) 
dari berbagai resiko yang senantiasa dihadapi bank dalam menjalankan 
usahanya seperti risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya 
transaksi, dan risiko reputasi, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan 
mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer 
principles) bagi setiap bank. Ketidakcukupan penerapan prinsip mengenal 
nasabah dapat memperbesar risiko yang dihadapi bank dan dapat 
mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank dari sisi 
aktiva dan pasiva bank.  
Prinsip mengenal nasabah pada dasarnya adalah prinsip yang 
diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan 
transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. 
Dalam penerapan prinsip ini bank diwajibkan membentuk unit kerja 
khusus dan atau menunjuk pejabat bank yang bertanggung jawab atas 
penerapan prinsip mengenal nasabah. Dalam menerapkan prinsip 
mengenal nasabah bank wajib menetapkan kebijakan dan prosedur 
mengenai :  
1) Penerimaan nasabah  
2) Pengidentifikasian nasabah  
3) Pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah  
4) Manajemen risiko  
G. Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang dilakukan oleh Kusumo (2008), penulis 
menganalisis kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri periode 2002-2007 
dari aspek keuangan saja yang terdiri dari Capital, Asset, Earnings, 
Liquidity dan Sensitivity Market Risk, sehingga aspek management tidak 
termasuk dalam aspek yang dianalisis karena bukan bagian dari aspek 
keuangan suatu perusahaan. 
Merkusiwati (2007), penelitian ini mencoba menguji peran yang 
dapat dimainkan oleh laporan keuangan dari unsur-unsur CAMEL dalam 
memperkirakan kinerja perusahaan yang dialami oleh perusahaan 
perbankan sejak tahun 1997 sampai dengan 2001. Secara khusus 
penelitian ini juga meneliti pengaruh CAMEL tiap-tiap tahun terhadap 
kinerja perbankan tahun berikutnya. 
Slamet dan Handayani (2006), penelitian ini ingin mengetahui 
bagaimana kondisi kesehatan PD. BPR-BKK di Kabupaten Tegal, apabila 
dianalisis dengan faktor capital, asset, management, earnings, dan 
liquidity (CAMEL) untuk periode 1 tahun yaitu tahun 2003, sedangkan 
dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan PT. 
BPR Jateng apabila dianalisis dengan faktor Capital, Asset, Earnings, dan 
Liquidity untuk periode 3 tahun yaitu dari tahun 2006 sampai dengan 
tahun 2008. 
H. Kerangka Pemikiran  
Faktor-faktor yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan 
bank ini akan meliputi faktor Capital, Asset, Earnings, dan liquidity yang 
didasarkan pada ketentuan perhitungan rasio yang telah ditetapkan oleh BI 
kemudian diberi nilai 0 sampai dengan 100. Penilaian ini kemudian 













Rasio Kinerja Keuangan 
 
1. Rasio Permodalan (Capital) 
2. Rasio Kualitas Aktiva 
Produktif (Asset Quality) 
3. Rasio Rentabilitas (Earning) 







A. JENIS PENELITIAN 
Penelitian merupakan suatu proses dari langkah-langkah yang 
terencana dan sistematis guna mendapatkan jawaban dari permasalahan 
yang ada untuk membantu menggali data yang relevan dengan 
permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mana bertujuan untuk 
mengadakan opname terhadap suatu keadaan, dalam hal ini kinerja 
keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jateng, Semarang, Jawa 
Tengah. 
Pengertian penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 
untuk pengukuran cermat terhadap fenomena sosial tertentu (Arikunto, 
1997). Pada umumnya dilakukan dengan menggabungkan konsep dan 
menghimpun data. Jadi penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk 
membuat deskripsi, gambaran data atau tulisan secara sistematis, faktual 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 
diselidiki (Nazir, 1999). Disamping itu penelitian deskriptif juga 




B. LOKASI PENELITIAN 
Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah PT. Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) Jateng yang berlokasi di Jalan. Kartini No. 11 
Semarang dengan menggunakan laporan keuangannya selama periode 
tahun 2006-2008 yang dapat dilihat pada kinerja keuangannya, karena jika 
kinerja keuangannya naik dan meningkat maka pengaruh terhadap tingkat 
kesehatan PT. BPR Jateng. 
 
C. JENIS DAN SUMBER DATA 
Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk 
pengambilan keputusan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data runtut waktu (time-series), yaitu data yang secara kronologis 
disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Data runtut waktu 
time-series yang digunakan dalam penelitian adalah :  
Data Primer 
Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah hasil 
wawancara dengan pimpinan dan karyawan PT. BPR Jateng di Semarang 
terdiri dari :  
1) Sejarah dan Perkembangan 
2) Dasar Hukum dan Izin Operasional 
3) Visi dan Misi  
4) Produk dan Layanan 
5) Laporan keuangan tahunan PT. BPR Jateng untuk periode 3 tahun 
yaitu dari tahun 2006 sampai dengan 2008. 
 
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan maka penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Wawancara 
 Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya 
jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dengan obyek 
yang diteliti. 
b. Dokumentasi 
 Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari 
dokumen-dokumen dan catatan-catatan dalam berbagai bentuk yang 
isinya berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. Teknik ini 
dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengcopy 
dokumen yang ada. 
 
E. TEKNIK ANALISIS DATA 
Analisa data dalam penelitian merupakan suatu proses 
penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan lebih 
berarti dalam pemecahan masalah. Analisa data dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatan sebagai berikut : 
1. Kuantitatif, yaitu mengklasifikasikan, menghitung, membandingkan, 
menganalisa data yang ada, menggunakan rasio-rasio atau 
pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dalam satuan-satuan 
hitungan. 
2. Kualitatif, yaitu mengolah data secara kualitatif, menggolongkan data, 
menguraikan secara deskriptif hasil penelitian yang dilakukan serta 
mengambil kesimpulan yang besifat kualitatif. Di dalam melakukan 
penelitian ini data-data yang telah diperoleh (kondisi internal) dari PT. 
BPR Jateng dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :  
1) Pada masing-masing periode : 
a. Melakukan review data laporan keuangan. 
b. Menghitung angka rasio masing-masing aspek yaitu capital, 
asset, earnings, dan liquidity. 
c. Menghitung nilai kredit masing-masing rasio yang diperoleh. 
d. Menjumlahkan nilai bersih rasio capital, asset, earnings, dan 
liquidity. 
e. Membandingkan hasil penjumlahan keseluruhan rasio capital, 
asset, earnings, dan liquidity dengan standar dari Bank 
Indonesia. 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 
a. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
Jateng 
PT BPR JATENG didirikan pada tahun 1990 setelah mendapat 
ijin sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan ikut dalam program 
penjaminan Pemerintah. PT BPR JATENG berlokasi di 
Jl.Bhayangkara No 5, Gubug, Kab.Grobogan sebagai kantor pusat. 
Pertama kali BPR ini muncul dengan nama BPR Gubug Merbabu 
Pratama, Setelah diakuisisi pada tanggal 17 Mei 2002 berganti nama 
dengan BPR Jateng dengan melakukan penggantian Manajemen dan 
perubahan sistem yang lebih professional. Letak kantor pusat sangat 
mudah dijangkau baik dengan angkutan umum atau kendaraan pribadi, 
ditempuh hanya tiga puluh menit dari Kota Semarang.  
Dalam rangka membantu dan melayani masyarakat perkotaan, 
maka pada tanggal 5 Oktober 2005 dibuka Kantor Cabang Semarang 
yang berlokasi di JL Kartini no 11 Semarang, karena usaha di kota 
semarang cepat berkembang dan nasabahnya semakin banyak, pada 
tanggal 10 Desember 2007 dibuka Kantor Kas yang berlokasi di JL 
Jati Raya Blok D No 29 Banyumanik Semarang sampai sekarang terus 
mengalami perkembangan yang cukup baik dengan persaingan yang 
semakin ketat. 
b. Dasar Hukum dan Izin Operasional PT. Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR) Jateng 
Aspek legalitas pendirian usaha BPR JATENG berdasar: 
1. Akta Pendirian No.76 tanggal 13 Desember 1991 yang dibuat oleh 
Notaris Fransisca Eka sumarningsih, SH di Semarang. 
2. Akta Perubahan No.18 tanggal 10 Maret 2005 dibuat oleh Notaris 
Sri Wihardjani Kartikodewi Prastowo, SH,MN di Semarang. 
3. Akta Perubahan No.48 tanggal 12 Juli 2005 dibuat oleh Notaris Sri 
Wihardjani Kartikodewi Prastowo, SH,MN di Semarang. 
Pengesahan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan pada surat 
keputusan: 
1. No. C.03675 HT.01.04 tanggal 24 Juli 2001 
2. No. C.23436 HT.01.04 tanggal 25 September 2002 
3. No. C.01731 HT.01.04 tanggal 19 Januari 2004 
4. No. C.23103 HT 01.04 tanggal 16 Agustus 2005. 
 
c. Lokasi Kantor 
Untuk lokasi kantor PT. BPR JATENG mempunyai 3 (tiga) 
kantor yang terpisah dengan alamat sebagai berikut: 
Kantor Pusat : Jl. Bhayangkara  No. 5 Gubug, Kab. Grobogan. 
   Telephon (0292) 533122, fax: (0292) 533308. 
Kantor Cabang: Jl. Kartini No. 11 Semarang 
    Telephon (024)8446777, fax: (024)6418088 
 Kantor Kas : Jl. Jati Raya Blok D/29 Banyumanik Semarang 
    Telephon (024)7472201, fax: - 
 
d. Visi dan Misi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jateng 
1. Visi adalah: Menjadikan  BPR JATENG sebuah bank yang sehat, 
kuat dan bernilai tinggi bagi pemegang saham, nasabah dan 
karyawan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan yang 
terbaik dan terpercaya serta membantu upaya mereka dalam 
mencapai cita-cita dan aspirasinya. 
2. Misi adalah: Melayani masyarakat, terutama masyarakat pedesaan 
dalam rangka membantu mereka meningkatkan taraf kehidupan 
yang lebih baik. 
 
e. Produk dan Layanan 
Kegiatan Komersial adalah Dana yang di himpun dari 
masyarakat baik deposito maupun tabungan, disalurkan kepada sektor 
riil dalam bentuk kredit.  Baik yang berbentuk kredit modal kerja, 
kredit investasi maupun kredit konsumtif. Kredit disalurkan umumnya 
berupa kredit berjangka (6-12 bulan) dan kredit angsuran dengan 
jangka waktu maksimal 36 bulan.  
Kegiatan Pendanaan adalah Sebagai lembaga yang sangat 
mengandalkan kepercayaan dari masyarakat, maka setiap rupiah yang 
berhasil dihimpun dari masyarakat akan disalurkan dalam sektor-
sektor ekonomi yang benar-benar prospektif dan dilakukan dengan 
sangat selektif. 
B. Analisa dan interpretasi Data 
Untuk mengetahui kinerja keuangan PT. BPR JATENG selama 3 
(tiga) tahun, dilakukan analisis terhadap kinerja bank dari tahun 2006 
sampai dengan 2008. lima faktor yang dinilai adalah: 
a. Faktor Permodalan (Capital) 
Penilaian permodalan dalam perbankan merupakan kewajiban 
penyediaan-penyediaan modal minum sebesar 8% dari aktiva 
tertimbang menurut resiko ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank 
for International Setlements (BIS). Kewajiban penyediaan modal 
modal minimum diukur dari presentase tertentu terhadap Aktiva 
Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). ATMR yaitu pos-pos aktiva 
yang diberikan bobot risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri 
atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjamin 
atau sifat barang jaminan. 
Penilaian kinerja keuangan bank di Indonesia menilai 
permodalan dengan membandingkan jumlah modal dengan jumlah 
aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) yang dikenal dengan istilah 
Capital. 
Adapun penilaian permodalan PT. Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR) Jateng , perhitungannya adalah sebagai berikut:  
 
Tabel 4.1 
Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko 
31 Desember 2006 
  (Dalam ribuan) 




AKTIVA       
1.      Kas 204,322  0  0  
2.      Sertifikat BI 0  0  0  
3.      Kredit yang dijamin dengan tabungan pada 
bank yang bersangkutan 0  0  0  
4.      Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, 
tabungan serta tagihan kepada bank lain 3,316,180  20  663,236  
5.      Kredit kepada bank lain atau pemerintah 
daerah 11,427,236  20  2,285,447  
6.      kredit yang dijamin oleh bank lain atau 
pemerintah daerah 0  20  0  
7.      Kredit pemilikan rumah (KPR) yang dijamin 
hipotik pertama dengan tujuan dihuni 0  50  0  
8.      Tagihan kepada atau tagihan yang dijamin 
oleh:       
a.       BUMD 0  100  0  
b.      Perorangan 0  100  0  
c.       Koperasi 0  100  0  
d.      Perusahaan lain 0  100  0  
e.       Lain-lain 0  100  0  
9.      aktiva tetap dan inventaris (nilai buku) 387,851  100  387,851  
10.  aktiva lain-lain 324,866  100  324,866  
JUMLAH ATMR     3,661,400  
(Sumber : Laporan Keu. PT.BPR JATENG ) 
Dari perhitungan pada tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa 
nilai Aktiva Tertimbang Menurut Resiko PT. BPR JATENG untuk 
tahun 2006 adalah sebesar Rp.3.611.400 yang berasal dari pos-pos 
aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar resikonya 
yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%. BPR wajib 
menyediakan modal minimum dalam rangka pengembangan usaha dan 
menanggung resiko kerugian. Berdasarkan ketentuan BI, maka BPR 
wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR. 
Selanjutnya adalah menghitung jumlah modal yang dimiliki oleh bank 
sebagai berikut : 
Tabel 4.2 
Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 
31 Desember 2006 
   (dalam ribuan rupiah) 




I  Modal       
  1. modal inti       
  1.1 modal disetor 2,000,000 100 2,000,000 
  1.2 modal sumbangan 0   0 
  1.3 cadangan umum 5,000 100 5,000 
  1.4 cadangan tujuan 0 100 0 
  1.5 laba ditahan 5,695 100 5,695 
  1.6 laba tahun-tahun lalu 0   0 
  1.7 rugi tahun-tahun lalu 0   0 
  1.8 laba tahun berjalan (50% setoran THP) 199,535 50 99,768 
  1.9 rugi tahun berjalan 0   0 
  1.10 kekurangan pembentukan PPAP 0   0 
  sub total 2,210,230   2,110,463 
  1.11 good will 0   0 
  1.12 jumlah modal inti 2,210,230   2,110,463 
  2. modal pelengkap 0   0 
  2.1 cadangan revaluasi aktiva tetap 0   0 
  
2.2 penyisihan penghapusan aktiva produktif 
(max. 1,25%dari ATMR) 228,837 1.25 45,768 
  2.3 modal pinjaman 0   0 
  
2.4 pinjaman subordinasi (max. 50% bari modal 
inti) 0   0 
  2.5 jumlah modal pelegkap 228,837   45,768 
  
2.6 jumlah modal pelengkap yang 
diperhitungkan (max. 100% dari modal inti)     2,110,463 
  3. jumlah modal (1.12+2.6)     4,220,926 
II modal minimum (8% X ATMR)     292,912 
III kelebihan /kekurangan modal     3,928,014 
IV rasio modal = (4,220,926/3,661400)X100%     115.28% 
Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa modal bank terdiri dari 
modal inti dan modal pelengkap dari PT. BPR JATENG untuk tahun 
2006 sudah memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan Bank 
Indonesia yaitu sebesar 8% dari ATMR. Setelah diketahui kondisi 
ATMR dan modal bank maka dapat dilakukan perhitungan dan 
penilaian terhadap CAR dari PT. BPR JATENG untuk tahun 2006 
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            = 81 + 992,8 
            = 1073,8 karena nilai maksimal kredit 100, maka 
NKK = 100 
Bobot komponen = 100 
Nilai kredit komponen = 100 X 30% = 30  
 
 
Dari perhitungan tersebut diatas diketahui bahwa CAR yang 
dimiliki PT. BPR JATENG adalah sebesar 115,28%. Sesuai dengan 
ketentuan Bank Indonesia bahwa kondisi permodalan bank ini dalam 
keadaan sehat karena rasio permodalan lebih dari 8%. Untuk nilai 
kredit faktor permodalan tahun 2006 PT. BPR JATENG mempunyai 
nilai kredit 30 yang berarti dapat dikatakan kinerjanya baik. 
 
Selanjutnya akan diperhitungkan besarnya nilai kredit faktor 
PT. BPR JATENG untuk tahun 2007. Tetapi terlebih dahulu harus 
diketahui Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) serta jumlah 
moda bank yang menjadi komponen dalam perhitungan rasio 
permodalan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel perhitungan ATMR 












Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko 
31 Desember 2007 






AKTIVA       
1.      Kas 180,057  0  0  
2.      Sertifikat BI 0  0  0  
3.      Kredit yang dijamin dengan 
tabungan pada bank yang 
bersangkutan 0  0  0  
4.      Giro, deposito berjangka, 
sertifikat deposito, tabungan 
serta tagihan kepada bank lain 2,594,898  20  518,980  
5.      Kredit kepada bank lain atau 
pemerintah daerah 13,732,609  20  2,746,522  
6.      kredit yang dijamin oleh bank 
lain atau pemerintah daerah 0  20  0  
7.      Kredit pemilikan rumah (KPR) 
yang dijamin hipotik pertama 
dengan tujuan dihuni 0  50  0  
8.      Tagihan kepada atau tagihan 
yang dijamin oleh:       
a.       BUMD 0  100  0  
b.      Perorangan 0  100  0  
c.       Koperasi 0  100  0  
d.      Perusahaan lain 0  100  0  
e.       Lain-lain 0  100  0  
9.      aktiva tetap dan inventaris (nilai 
buku) 323,217  100  323,217  
10.  aktiva lain-lain 324,393  100  324,393  
JUMLAH ATMR     3,913,111  
(Sumber : Laporan Keu. PT.BPR JATENG ) 
Dari perhitungan pada tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa 
nilai Aktiva Tertimbang Menurut Resiko PT. BPR JATENG untuk 
tahun 2007 adalah sebesar Rp.3,913,111 yang berasal dari pos-pos 
aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar resikonya 
yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%. BPR wajib 
menyediakan modal minimum dalam rangka pengembangan usaha dan 
menanggung resiko kerugian. Berdasarkan ketentuan BI, maka BPR 
wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR. 
Selanjutnya adalah menghitung jumlah modal yang dimiliki oleh bank 
sebagai berikut : 
Tabel 4.4 
Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 
31 Desember 2007 
   (dalam ribuan rupiah) 





I  Modal       
  1. modal inti       
  1.1 modal disetor 2,000,000 100 2,000,000 
  1.2 modal sumbangan 0   0 
  1.3 cadangan umum 43,000 100 43,000 
  1.4 cadangan tujuan 0 100 0 
  1.5 laba ditahan 15,231 100 15,231 
  1.6 laba tahun-tahun lalu 0   0 
  1.7 rugi tahun-tahun lalu 0   0 
  
1.8 laba tahun berjalan (50% setoran 
THP) 185,736 50 92,868 
  1.9 rugi tahun berjalan 0   0 
  1.10 kekurangan pembentukan PPAP 0   0 
  sub total 2,243,967   2,151,099 
  1.11 good will 0   0 
  1.12 jumlah modal inti 2,243,967   2,151,099 
  2. modal pelengkap 0   0 
  2.1 cadangan revaluasi aktiva tetap 0   0 
  
2.2 penyisihan penghapusan aktiva 
produktif (max. 1,25%dari ATMR) 591,818 1.25 48,914 
  2.3 modal pinjaman 0   0 
  
2.4 pinjaman subordinasi (max. 50% 
bari modal inti) 0   0 
  2.5 jumlah modal pelegkap 591,818   48,914 
  
2.6 jumlah modal pelengkap yang 
diperhitungkan (max. 100% dari modal 
inti)     2,151,099 
  3. jumlah modal (1.12+2.6)     4,302,198 
II modal minimum (8% X ATMR)     313,049 
III kelebihan /kekurangan modal     3,989,149 
IV 
rasio modal = 
(4,302,198/3,913,111)X100%     109.94% 
(Sumber : Laporan Keu. PT.BPR JATENG) 
Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa modal bank terdiri dari 
modal inti dan modal pelengkap dari PT. BPR JATENG untuk tahun 
2007 sudah memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan Bank 
Indonesia yaitu sebesar 8% dari ATMR. Setelah diketahui kondisi 
ATMR dan modal bank maka dapat dilakukan perhitungan dan 
penilaian terhadap CAR dari PT. BPR JATENG untuk tahun 2007 























             = 81 + 1019,4 
             = 1100,4 karena nilai maksimal kredit 100, maka 
NKK = 100 
Bobot komponen = 100 
Nilai kredit komponen = 100 X 30% = 30 
Dari perhitungan tersebut diatas diketahui bahwa CAR yang 
dimiliki PT. BPR JATENG adalah sebesar 109,94%. Sesuai dengan 
ketentuan Bank Indonesia bahwa kondisi permodalan bank ini dalam 
keadaan sehat karena rasio permodalan lebih dari 8%. Untuk nilai 
kredit faktor permodalan tahun 2007 PT. BPR JATENG mempunyai 
nilai kredit 30 yang berarti dapat dikatakan kinerjanya baik. 
Selanjutnya akan diperhitungkan besarnya nilai kredit faktor 
PT. BPR JATENG untuk tahun 2008. Tetapi terlebih dahulu harus 
diketahui Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) serta jumlah 
moda bank yang menjadi komponen dalam perhitungan rasio 
permodalan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel perhitungan ATMR 
berikut ini : 
Tabel 4.5 
Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko 
31 Desember 2008 
  (Dalam ribuan) 
KETERANGAN NOMINAL  
BOBOT 
RESIKO (%) ATMR 
AKTIVA       
1.       Kas 51,585  0  0  
2.       Sertifikat BI 0  0  0  
3.       Kredit yang dijamin dengan tabungan pada bank 
yang bersangkutan 0  0  0  
4.       Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, 
tabungan serta tagihan kepada bank lain 2,808,323  20  561,665  
5.        Kredit kepada bank lain atau pemerintah daerah 19,773,405  20  3,954,681  
6.        kredit yang dijamin oleh bank lain atau 
pemerintah daerah 0  20  0  
7.        Kredit pemilikan rumah (KPR) yang dijamin 
hipotik pertama dengan tujuan dihuni 0  50  0  
8.       Tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh:       
a.        BUMD 0  100  0  
b.       Perorangan 0  100  0  
c.        Koperasi 0  100  0  
d.       Perusahaan lain 0  100  0  
e.        Lain-lain 0  100  0  
9.        aktiva tetap dan inventaris (nilai buku) 219,969  100  219,969  
10.  aktiva lain-lain 299,947  100  299,947  
JUMLAH ATMR     5,036,262  
(Sumber : Laporan Keu. PT.BPR JATENG ) 
Dari perhitungan pada tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa 
nilai Aktiva Tertimbang Menurut Resiko PT. BPR JATENG untuk 
tahun 2008 adalah sebesar Rp. 5.036.262 yang berasal dari pos-pos 
aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar resikonya 
yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%. BPR wajib 
menyediakan modal minimum dalam rangka pengembangan usaha dan 
menanggung resiko kerugian. Berdasarkan ketentuan BI, maka BPR 
wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR. 
Selanjutnya adalah menghitung jumlah modal yang dimiliki oleh bank 















Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 
31 Desember 2008 






I  Modal       
  1. modal inti       
  1.1 modal disetor 2,000,000 100 2,000,000 
  1.2 modal sumbangan 0   0 
  1.3 cadangan umum 83,000 100 83,000 
  1.4 cadangan tujuan 0 100 0 
  1.5 laba ditahan 20,967 100 20,967 
  1.6 laba tahun-tahun lalu 0   0 
  1.7 rugi tahun-tahun lalu 0   0 
  
1.8 laba tahun berjalan (50% 
setoran THP) 646,778 50 323,389 
  1.9 rugi tahun berjalan 0   0 
  
1.10 kekurangan 
pembentukan PPAP 0   0 
  sub total 2,750,745   2,427,356 
  1.11 good will 0   0 
  1.12 jumlah modal inti 2,750,745   2,427,356 
  2. modal pelengkap 0   0 
  
2.1 cadangan revaluasi aktiva 
tetap 0   0 
  
2.2 penyisihan penghapusan 
aktiva produktif (max. 1,25%dari 
ATMR) 591,818 1.25 62,953 
  2.3 modal pinjaman 0   0 
  
2.4 pinjaman subordinasi 
(max. 50% bari modal inti) 0   0 
  2.5 jumlah modal pelegkap 591,818   62,953 
  
2.6 jumlah modal pelengkap yang 
diperhitungkan (max. 100% dari 
modal inti)     2,427,356 
  3. jumlah modal (1.12+2.6)     4,854,712 
II modal minimum (8% X ATMR)     402,901 
III kelebihan /kekurangan modal     4,451,811 
IV 
rasio modal = 




Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa modal bank terdiri dari 
modal inti dan modal pelengkap dari PT. BPR JATENG untuk tahun 
2007 sudah memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan Bank 
Indonesia yaitu sebesar 8% dari ATMR. Setelah diketahui kondisi 
ATMR dan modal bank maka dapat dilakukan perhitungan dan 
penilaian terhadap CAR dari PT. BPR JATENG untuk tahun 2007 























             = 81 + 884 
             = 965 karena nilai maksimal kredit 100, maka 
NKK = 100 
Bobot komponen = 100 
Nilai kredit komponen = 100 X 30% = 30 
Dari perhitungan tersebut diatas diketahui bahwa CAR yang 
dimiliki PT. BPR JATENG adalah sebesar 96,4%. Sesuai dengan 
ketentuan Bank Indonesia bahwa kondisi permodalan bank ini dalam 
keadaan baik karena rasio permodalan lebih dari 8%. Untuk nilai 
kredit faktor permodalan tahun 2007 PT. BPR JATENG mempunyai 
nilai kredit 30 yang berarti dapat dikatakan kinerjanya baik. 
Tabel 4.7 
Ringkasan Penilaian CAR 
PT. BPR JATENG 








31/12/06 115.28% 100 30% 30 
31/12/07 109.94% 100 30% 30 
31/12/08 96.40% 100 30% 30 
    (Sumber: Data yang diolah) 
Dari tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa PT. BPR JATENG 
dari tahun 2006 rasio CARnya sebesar 115,28%% mengalami 
penurunan pada tahun 2007 menjadi sebesar 109,94%. Kemudian 
mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi sebesar 96,40%. 
Penurunan tersebut dikarenakan oleh PT. BPR JATENG karena 
penggunaan modal, yang disebabkan digunakan untuk pemenuhan 
kekurangan PPAP akibat dari tingkat kolektibilitas kreditnya turun. 
 
b. Faktor Kualitas Aktiva Produktif (Assets Quality) 
Penilaian aspek kualitas aktiva produktif rasio yang digunakan 




1. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva 
produktif . 
2. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap 
penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk 
bank. 
a. Rasio Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan terhadap 
Aktiva Produktif 
Rasio ini digunakan untuk mengetahui prosentase 
kerugian yang terjadi pada PT. BPR Jateng dari sejumlah 
aktiva produktif yang telah ditanamkan PT. BPR Jateng baik 
dalam kredit, surat berharga, penyertaan maupun penanaman 
dana lainnya dalam usaha untuk meningkatkan keuntungan. 
Adapun perhitungan rasio aktiva produktif yang 
diklasifikasikan terhadap aktiva produktif tersebut sebagai 
berikut: 
§ Untuk rasio 22,5% atau lebih diberi nilai 0; dan 
§ Untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 22,5% nilai 








PERBANDINGAN KOMPOSISI AKTIVA PRODUKTIF YANG DIKLASIFIKASIKAN AKTIVA 
PRODUKTIF 
TAHUN 2006-2008 
    
(dalam ribuan rupiah) 
AKTIVA PRODUKTIF 
TAHUN 
KRITERIA 2006 2007 2008 
    Lancer 9,806,897 11,822,852 18,761,183 
    kurang lancer 615,969 614,557 118,549 
    Diragukan 303,132 578,079 329,774 
    Macet 701,237 717,122 563,900 
Jumlah  11,427,235 13,732,610 19,773,406 
NAIK NAIK 
NAIK TURUN AP   20.17% 43.99% 
AKTIVA PRODUKTIF DIKLASIFIKASIKAN 
TAHUN 
KRITERIA 2006 2007 2008 
KURANG LANCAR (50%) 307,985 307,279 59,275 
DIRAGUKAN (75%) 227,349 433,559 247,331 
MACET (100%) 701,237 717,122 563,900 
JUMLAH 1,236,571 1,457,960 870,506 
NAIK TURUN 
NAIK TURUN APD   17.90% 40.29% 
RASIO KAP 10.82% 10.62% 4.40% 
TETAP TURUN 
NAIK TURUN KAP   -2% 55.48% 
NK = ((22.5%-RKAP)/0.15%)+1 78.86 80.22 121.65 
BOBOT = NK X 25% 19.71 20.06 30.41 
    
          (sumber : data yang diolah) 
 Perhitungan rasio aktiva produktif yang 
diklasifikasikan terhadap aktiva produktif: 
   Rasio KAP =   
   Rasio (2006) =   = 10, 82% 
  Rasio (2007)  =  = 10,62% 
  Rasio (2008) =   = 4,40% 
  Dari perhitungan rasio KAP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 10,82%. Tahun ini tidak 
terjadi perubahan karena merupakan awal perhitungan KAP. Ini 
berarti setiap Rp. 100,00 penanaman dana dalam aktiva produktif 
mengandung potensi kerugian 10,82%. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 10,62%. Dibanding 
tahun sebelumnya mengalami penurunan rasio sebesar 0,20% yang 
disebabkan oleh kenaikan aktiva produktif 20,17% dan kenaikan 
aktiva produktif yang diklasifikasikan sebesar 17,90%. Komponen 
yang menyebabkan kenaikan aktiva produktif yang 
diklasifikasikan adalah turunnya aktiva produktif kategori kurang 
lancar, diragukan dan macet. Ini berarti setiap Rp. 100,00 
penanaman dana aktiva produktif mengandung potensi kerugian 
sebesar 10,62%. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 4,40%. Dibanding tahun 
sebelumnya mengalami penurunan rasio sebesar 6,22% yang 
disebabkan oleh kenaikan aktiva produktif 43,99% dan penurunan 
aktiva produktif yang diklasifikasikan 40,29%. Komponen yang 
menyebabkan penurunan aktiva produktif yang diklasifikasikan 
adalah turunnya aktiva produktif kategori kurang lancar, diragukan 
dan macet. Ini berarti setiap Rp 100,00 penanaman dana aktiva 
produktif mengandung potensi kerugian sebesar 4,40%.   
b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap 
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib 
Dibentuk 
Perhitungan rasio ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
1. Untuk rasio sebesar 0% diberi nilai kredit 0, dan 
2. Untuk setiap kenaikan 1% dimulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 
dengan maksimum 100. 
TABEL 4.9 
PERBANDINGAN KOMPOSISI PPAP TERHADAP PPAPWD 
TAHUN 2006-2008 
Dalam ribuan rupiah 
TAHUN 
PPAPWD KRITERIA 2006 2007 2008 
lancar (0,5%) 49,034 59,114 93,806 
kurang lancar (10%) 61,597 61,456 1,185,490 
diragukan (50%) 151,566 289,040 164,887 
macet (100%) 701,237 717,122 563,900 
        
Jumlah 963,434 1,126,731 2,008,083 
    TURUN NAIK 
Naik/Turun PPAPWD   16.95% 78.22% 
 PPAP 228,837 591,818 134,554 
    NAIK TURUN 
Naik/Turun PPAP   





Rasio PPAP/PPAPWD           23,75% 
                  
52.52% 
               
6.70% 
    NAIK TURUN 
Naik/Turun rasio (%)   
                  
28.77% 
             
45.82% 
NK = Rasio x 1 24 53 7 
NK max 100 100 100 
Bobot = NK x 5% 1.2 2.65 0.35 
                              (Sumber : data yang diolah) 
Perhitungan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif 
yang wajib dibentuk terhadap penghapusan aktiva produktif. 
Rasio PPAP =  
Rasio (2006) =   x 100%   = 23,75% 
Rasio (2007) =  x 100%  = 52,52% 
Rasio (2008) =  x 100%  = 6,70% 
Dari perhitungan rasio PPAP di atas dapat disimpulkan sebagai 
berikut:  
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 23,75%. Tahun 
ini tidak terjadi perubahan karena merupakan awal 
perhitungan PPAP. Ini berarti setiap Rp 100,00 kewajiban 
untuk memenuhi PPAPWD guna menutup terjadinya resiko 
kerugian atas penanaman dalam aktiva produktif yang 
sudah dibentuk sebesar Rp. 23,75. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 52,52%. 
Dibanding tahun sebelumnya mengalami kenaikan rasio 
sebesar 28,77% yang disebabkan naiknya PPAP sebesar 
158,62% dan turunnya PPAPWD sebesar 16,55%. 
Komponen yang menyebabkan turunnya PPAPWD adalah 
turunnya dari kategori aktiva produktif lancar, kurang 
lancar, diragukan dan macet. Ini berarti setiap Rp. 100,00 
kewajiban yang memenuhi PPAPWD guna menutup 
terjadinya resiko kerugian atas penanaman dalam aktiva 
produktif yang sudah dibentuk sebesar Rp. 52,52. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 6,70%. 
Dibanding tahun sebelumnya mengalami penurunan rasio 
sebesar 45,82% yang disebabkan turunnya PPAP sebesar 
77,26% dan naiknya PPAPWD sebesar 78,22%. 
Komponen yang menyebabkan naiknya PPAPWD adalah 
naiknya PPAPWD dari kategori aktiva produktif lancar, 
kurang lancar, diragukan dan macet. Ini berarti setiap Rp 
100,00 kewajiban untuk memenuhi PPAPWD guna 
menutup terjadinya resiko kerugian atas penanaman dalam 
aktiva produktif yang sudah dibentuk sebesar Rp. 6,70.  
c. Faktor Rentabilitas (Earnings) 
Penilaian terhadap rentabilitas faktor-faktor yang diperlukan 
dalam perhitungan adalah total aktiva dan laba itu sendiri. Rentabilitas 
adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode 
tertentu. 
Adapun penilaian rentabilitas didasarkan pada dua rasio, yaitu: 
1. Rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-
rata volume usaha (ROA) dalam periode yang sama, dengan 
perhitungan sebagai berikut: 
 
§ Untuk rasio 0 atau negatif diberi nilai kredit 0 dan 
§ Untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit 
ditambah dengan 1 dengan maksimum 100. 
2. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dalam 
periode yang sama dengan perhitungan sebagai berikut:  
§ Untuk rasio 100% atau lebih diberi nilai kredit 0; dan 
§ Untuk setiap penurunan sebesar 0,08% mulai dari 100% nilai 
kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. 
Perhitungan terhadap faktor rentabilitas untuk rasio ROA pada 
PT. BPR Jateng tahun 2006-2008 : 
Penilaian rasio ROA yaitu laba sebelum pajak dibagi rata-rata 
total aset. Sebelum dilakukan, terlebih dahulu harus menentukan rata-
rata total aset PT. BPR Jateng dalam 1 (satu periode). Rata-rata total 
aset ini diperoleh dari menjumlahkan nilai neraca awal tahun (V0) 
dengan nilai neraca pada akhir tahun (V1) yang kemudian dibagi 2. 
  Rata-rata total aset (2006)  =   
      =  




  Rata-rata total aset (2007) =  
      =  
      = 15.997.487 
  Rata-rata total aset (2008)  =  
      =  
      = 19.791.016 
a. Rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Rata-rata Volume Usaha 
(ROA/Return on Asset) 
Rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan PT. BPR 
Jateng dalam menghasilkan laba sebelum pajak dengan total aset 
yang dimilikinya. Perhitungan rasio laba sebelum pajak terhadap 
rata-rata volume usaha sebagai berikut: 
Tabel 4.10 
Rasio Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-rata Volume Usaha (ROA) 
Tahun 2006-2008 
Keterangan    Tahun   
  2006 2007 2008 
a. Laba/Rugi Sebelum Pajak 260,050 240,337 898,969 
b. Rata-rata Volume Usaha 13,446,974 15,997,487 19,791,016 
c. Rasio (a:b) x 100% 1.93% 1.50% 4.54% 
Nilai Kredit (c:0,015%+1) 129.67 101 303.67 
Nk Max 100 100 100 
Bobot (Nk x 5%) 5 5 5 
                            (sumber : data yang diolah) 
 
Rasio ROA = x 100% 
Rasio (2006) =  x 100% = 1,93% 
Rasio (2007) =  x 100% = 1,5% 
Rasio (2008) =  x 100% = 4,54% 
Dari perhitungan rasio ROA di atas dapat disimpulkan sebagai 
berikut :  
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 1,93%. Tahun ini 
tidak terjadi perubahan karena merupakan awal perhitungan 
ROA. Ini berarti setiap Rp 100,00 laba yang dihasilkan berasal 
dari volume usaha sebesar Rp. 1,93. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 1,5%. Dibanding 
dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan rasio sebesar 
0,43%. Ini berarti setiap Rp. 100,00 laba yang dihasilkan 
berasal dari volume usaha sebesar Rp. 1,5. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 4,54%. Dibanding 
dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan rasio sebesar 
3,04%. Ini berarti setiap Rp. 100,00 laba yang dihasilkan 
berasal dari volume usaha sebesar Rp. 4,54. 
 
 
b. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
Rasio tersebut menunjukkan presentase beban operasional 
terhadap pendapatan operasional. Semakin besar presentase rasio 
berarti semakin besar beban operasional yang terdapat dalam 
setiap pendapatan operasional. Hasil perhitungan rasio beban 
operasional terhadap pendapatan operasional adalah: 
Tabel 4.11 
Rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan 
Operasional Tahun 2006-2008 
 
Keterangan   Tahun   
  2006 2007 2008 
a. Beban operasional 3,322,203 3,718,324 4,314,264 
b. Pendapatan Operasional 3,607,122 3,968,635 5,226,698 
c. Rasio (a/b)x100% 92.10% 93.69% 82.54% 
Nilai Kredit (100%-c)/0,08%+1 11 8,5 23,5 
Nk Max 100 100 100 
Bobot (Nk x 5%) 5 5 5 
(sumber: data yang diolah) 
Rasio BOPO =   x 100% 
Rasio (2006) =  x 100% = 92,10% 
Rasio (2007) =  x 100% = 93,69% 




Dari perhitungan BOPO di atas dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang duhasilkan sebesar 92,10%. Tahun ini 
tidak terjadi perubahan karena merupakan awal perhitungan 
BOPO. Ini berarti setiap Rp. 100,00 pendapatan operasional yang 
diterima terdapat beban operasional sebesar Rp. 92,10. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 93,69%. Dibanding 
dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan rasio sebesar 
1,59%. Ini berarti setiap Rp. 100,00 pendapatan operasional yang 
diterima terdapat beban operasional sebesar Rp. 93,69. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 82,54%. Dibanding 
dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan rasio sebesar 
11,15%. Ini berarti setiap Rp. 100,00 pendapatan operasional 
yang diterima terdapat beban operasional sebesar Rp. 82,54. 
d. Faktor Likuiditas (Liquidity) 
Penilaian terhadap faktor likuiditas dilakukan dalam 2 (dua) rasio 
yaitu :  
   Rasio alat likuid terhadap hutang lancar (Cash Ratio) dan 
Rasio kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima oleh bank 
(Loan to Deposit Ratio/LDR)  
Perhitungan terhadap faktor likuiditas PT. BPR JATENG pada 
tahun 2006-2008 sebagai berikut : 
 
tabel 4.12 
Komponen Perhitungan Likuiditas 
31 Desember 2006-2008 
(dalam ribuan rupiah) 
Komponen 2006 2007 2008 
alat likuid       
1. Kas 204,322 180,057 51,585 
2. Antar bank Aktiva       
    a. pada bank umum 3,316,180 2,587,016 2,600,390 
    b. pada BPR 0 7,882 207,933 
jumlah alat likuid 3,520,502 2,774,955 2,859,908 
hutang lancer       
1. kewajiban segera dibayar 64,582 158,951 120,109 
2. tabungan       
    a. pihak terkait 260,121 151,987 9,996 
    b. pihak tidak terkait 1,184,712 1,843,849 2,011,522 
3. Deposito berjangka       
    a. pihak terkait 10,188 0 0 
    b. pihak tidak terkait 11,598,743 12,048,453 17,516,416 
jumlah hutang lancer 13,118,346 14,203,240 19,658,043 
kredit yang diberikan 11,427,235 13,732,610 19,773,405 
dana yang diterima bank       
1. deposito berjangka 11,608,931 12,048,453 17,516,416 
2. tabungan 1,444,833 1,995,836 2,021,518 
3. pinjaman yang diterima 0 0 0 
4. antar bank pasiva 0 0 0 
5. pinjaman subordinasi 0 0 0 
6. pinjaman bank Indonesia 0 0 0 
7. modal pinjaman 0 0 0 
8. modal inti 8,000,000 8,000,000 8,000,000 
jumlah dana yang diterima 21,053,764 22,044,289 27,537,934 
Sumber: data yang diolah 














  NKK = 536.8 karena nilai maksimal kredit 100, maka 
  NKK = 100 
  Bobot komponen 5%(5% dari 10% = 50%) 
  Nilai kredit kompinen = 100x50% = 50 



















   = 242,88 karena nilai maksimal kredit 100, maka 
  NKK = 100 
  Bobot komponen = 5% (5% dari 10% = 50%) 
  Nilai kredit komponen = 100 x 50% = 50 
  Jumlah nilai kredit komponen = 50 +50 = 100 
  Bobot faktor = 10 % 
  Nilai kredit faktor = 100 x 10% = 10 
Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat bahwa komponen 
cash rasio dal LDR memperoleh nilai kredit maksimal, sehingga nilai 
kredit bersih faktor likuiditas PT BPR JATENG untuk tanhun 2006 
juga maksimal. 
 
Perhitungan terhadap faktor likuiditas PT. BPR JATENG pada 
tahun 2007 sebagai berikut : 
  Sumber: data yang diolah 














  NKK = 390,8 karena nilai maksimal kredit 100, maka 
  NKK = 100 
  Bobot komponen 5%(5% dari 10% = 50%) 
  Nilai kredit kompinen = 100x50% = 50 



















   = 210,8 karena nilai maksimal kredit 100, maka 
  NKK = 100 
  Bobot komponen = 5% (5% dari 10% = 50%) 
  Nilai kredit komponen = 100 x 50% = 50 
  Jumlah nilai kredit komponen = 50 +50 = 100 
  Bobot faktor = 10 % 
  Nilai kredit faktor = 100 x 10% = 10 
Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat bahwa komponen 
cash rasio dal LDR memperoleh nilai kredit maksimal, sehingga nilai 
kredit bersih faktor likuiditas PT BPR JATENG untuk tahun 2007 juga 
maksimal. 
Perhitungan terhadap faktor likuiditas PT. BPR JATENG pada 
tahun 2008 sebagai berikut : 














   NKK = 291 karena nilai maksimal kredit 100, maka 
   NKK = 100 
   Bobot komponen 5%(5% dari 10% = 50%) 
   Nilai kredit kompinen = 100x50% = 50 



















    = 172,5 karena nilai maksimal kredit 100, maka 
   NKK = 100 
   Bobot komponen = 5% (5% dari 10% = 50%) 
   Nilai kredit komponen = 100 x 50% = 50 
   Jumlah nilai kredit komponen = 50 +50 = 100 
   Bobot faktor = 10 % 
   Nilai kredit faktor = 100 x 10% = 10 
Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat bahwa komponen 
cash rasio dal LDR memperoleh nilai kredit maksimal, sehingga nilai 
kredit bersih faktor likuiditas PT BPR JATENG untuk tahun 2008 juga 
maksimal. 
Adapun ringkasan dari perhitungan dan penilaian terhadap 
faktor likuiditas diatas dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.13 
Ringkasan Penilaian Likuiditas 
PT. BPR JATENG 
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            ( Sumber : Data Diolah )  
 
Berdasarkan tabel 4.26 diatas dapat dianalisis dari faktor likuiditas 
adalah sebagai berikut :  
Cash Ratio, hasil dari perhitungan rasio tersebut mengalami 
penurunan pada 31 Desember 2006 sebesar 26,84% menjadi 19,54% pada 
31 Desember 2007. Kemudian mengalami penurunan lagi pada 31 
Desember 2008 menjadi sebesar 14,55%. Penurunan tingkat Cash Ratio 
disebabkan bank terlalu banyak menyalurkan kredit atau dana kepada 
nasabah dan kurang memperhatikan rasio kecukupan likuiditas bank 
dalam hal ini kemampuan bank menurun dalam memenuhi dana yang 
ditarik sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo.  
Loan to Deposit Ratio (LDR), hasil dari perhitungan rasio tersebut 
mengalami kenaikan dari 31 Desember 2006 sebesar 54,28% menjadi 
62,3% pada 31 Desember 2007, kemudian pada 31 Desember 2008 rasio 
ini mengalami kenaikan lagi menjadi 71,8%. Kenaikan rasio LDR  
tersebut disebabkan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit 
menjadi semakin besar, padahal pembiayaan bukanlah merupakan aktiva 
yang likuid, bila sewaktu-waktu nasabah hendak mencairkan dana 
depositonya maka bisa jadi penyimpan dana tidak bisa segera mencairkan 
rekening simpanannya, karena dananya tertanam dalam pembiayaan yang 
belum jatuh tempo. Oleh karena itu bank harus lebih berhati-hati dalam 
penyaluran dana. 
C. Rekapitulasi Penilaian Kinerja Keuangan Bank. 
Kinerja keuangan bank secara keseluruhan berdasarkan perhitungan 
dan penilaian faktor C, A, E, L dapat diketahui dengan cara 
menjumlahkan nilai kredit dan disesuaikan standar penilaian yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tetapi sebelumnya terlebih dahulu 
dilakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya pelanggaran Batas 
Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Apabila terdapat pelanggaran dari 
ketentuan BMPK nantinya akan berpengaruh pada tingkat kesehatan bank. 
Berdasarkan laporan yang diberikan PT. BPR JATENG pada Bank 
Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya maka untuk tahun 2008 
ini tidak terdapat pelanggaran BMPK. Selain itu tidak terdapat faktor-
faktor yang menyebabkan penurunan kinerja keuangan bank. Sehingga 
kinerja keuangan bank hanya dilakukan dengan menggunakan hasil 
analisis C, A, E, L seperti yang telah dipaparkan diatas.  
Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan bank, 
khsususnya PT. BPR JATENG disini menggunakan metode kualitatif dan 
kuanitatif dengan menggunakan data keuangan berupa Neraca dan 
laba/rugi selama 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2006-2008. adapun tata cara 
penilaian tingkat kesehatan bank/BPR berdasarkan Surat Edaran BI 
No.30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 dan SK DIR BI No.30/12/KEP/DIR 
tanggal 30 April 1997 dengan menggunakan C, A, E, L dimana bobot 
penilaian faktor dan komponen dalam rangka kuantifikasi tentang tingkat 






















B. Kesimpulan  
Berdasarkan analisis terhadap kinerja keuangan PT. BPR Jateng, 
diperoleh kesimpulan bahwa kinerja PT. BPR Jateng berada pada kondisi 
baik dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
1. Permodalan  
Permodalan untuk PT. BPR Jateng mampu untuk mempertahankan 
pengelolaan terhadap modal sendiri dan aktiva-aktiva yang 
mengandung risiko, serta mampu untuk menutup kerugian atas kredit 
yang diberikan. 
2. Kualitas Aktiva Produktif 
Kualitas Aktiva Produktif PT. BPR Jateng kurang mampu untuk 
mengatasi risiko usaha yang terkandung pada komponen kredit yang 
diberikan. 
3. Rentabilitas  
Dalam aspek rentabilitas PT. BPR Jateng mampu menanggung beban 
operasional yang ada dengan pendapatan operasional yang diterima 
dari setiap tahunnya. 
4. Likuiditas 
Likuiditas untuk PT. BPR Jateng memiliki kemampuan untuk 
memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhi dan dapat membayar 
kembali semua deposannya. 
C. Saran 
Untuk menambah referensi penelitian selanjutnya, ada beberapa 
saran yang dikemukakan sebagai berikut ini :  
1. Melihat perkembangan rasio untuk komponen kualitas aktiva 
produktif yang terus menurun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 
2008, maka dapat diprediksikan bahwa penurunan rasio pada tahun 
2009 dapat terjadi, jadi sebaiknya PT. BPR Jateng lebih meningkatkan 
pelaksanaan analisis terhadap kreditur baru dan pembentukan tim 
penagihan kredit. 
2. Melihat rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional yang 
meningkat dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, dan mengalami 
penurunan pada tahun 2008. Bank perlu waspada terhadap kenaikan 
rasio BOPO pada tahun 2009. Karena rasio BOPO berkaitan dengan 
rentabilitas, hendaknya PT. BPR Jateng lebih meningkatkan 
kemampuan manajemen usaha untuk memperoleh laba. 
PT. BPR Jateng hendaknya memperhatikan rasio likuiditas yang 
naik turun, yaitu dengan pengendalian likuiditas bank yang berupa 
penjagaan agar semua alat likuid yang dapat dikuasai oleh bank (kas, 
penanaman pada bank lain) dapat dipergunakan untuk memenuhi 
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